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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan memiliki peran yang sangat signifikan dan
menjadi dasar atau acuan dalam mendorong dan memberikan arah
pembangunan agar berjalan efektif dan efisien serta mampu mencapai sasaran
yang diinginkan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, menyebutkan bahwa perencanaan
pembangunan Dbertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku
pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik
antar daerah, antar ruang, antar fungsi pemerintah, maupun antara Pusat dan
Daerah. Selain itu, perencanaan pembangunan juga bertujuan untuk menjamin
keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan
dan pengawasan, pengoptimalan partisipasi masyarakat dan menjamin
tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan

berkelanjutan.

Dalam rangka menjalankan tugas-tugas pemerintahan, pemerintah
daerah berkewajiban menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah
sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Perencanaan
pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Pada tingkat
Perangkat Daerah (PD), dokumen perencanaan pembangunan yang harus
disusun terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu: (i) Rencana Strategis (Renstra) PD
sebagai dokumen perencanaan jangka menengah PD; dan (ii) Rencana Kerja
(Renja) PD sebagai dokumen perencanaan Tahunan PD. Renstra PD adalah
dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) Tahun.

Rencana strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan PD
untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi kebijakan,
program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi PD yang
disusun menyesuaikan kepada sasaran pembangunan yang tertuang dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat
indikatif.
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Berdasarkan Visi Misi Kabupaten Belitung berdasarkan Perubahan
RPJMD Kabupaten Belitung tahun 2018-2023 adalah ;

“Mewujudkan ekonomi yang berkeadilan, berdaya saing dan inovatif di
Kabupaten Belitung Tahun 2023”

Pernyataan visi tersebut merupakan suatu pilihan yang telah menjadi
komitmen bersama, sehingga dalam pencapaiannya harus dilakukan secara
bersama-sama antara berbagai pemangku kepentingan. Sesuai dengan amanat
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, mengamanatkan PD untuk
menyiapkan Renstra PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, yang
penyusunannya berpedoman pada RPJMD. Renstra PD disusun untuk
menjamin keberlangsungan dan konsistensi program/kegiatan sekaligus
menjaga fokus sasaran yang akan dicapai dalam periode tersebut. Renstra PD
juga menetapkan sasaran-sasaran yang akan dicapai dengan indikator
keberhasilan yang dapat diukur dan diverifikasi sehingga dapat dijadikan
acuan dalam pengendalian dan evaluasi program/kegiatan.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan
Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah
untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra PD memuat tujuan, sasaran, program,
dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan
Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi
setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan
bersifat indikatif.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata
Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, mengatur tahapan penyusunan
Renstra yang terdiri atas:

a) Persiapan penyusunan,

b) Penyusunan rancangan awal,

c¢) Penyusunan rancangan;

d) Pelaksanaan forum PD/lintas PD;
e) Perumusan rancangan akhir; dan

f) Penetapan.




Gambar 1.1
Proses Penyusunan Renstra PD
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Keterkaitan antara Renstra Perangkat daerah dengan RPJMD, Renstra
K/L, Renstra Provinsi dan Renja PD adalah sebagai berikut. Keterkaitan :

Dalam Penyusunan Renstra Perangkat Daerah mempedomani RPJMD
dimana RPJMD kabupaten harus memperhatikan dan diselaraskan dengan
RPJMN. RPJMN merupakan Pedoman bagi K/L dalam menyusun Rensra K/L.

Renstra Perangkat daerah menjadi pedoman dalam melakukan
penyusunan Renja Perangkat daerah dan Renja Menjadi Pedoman dalam

Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA). Skema hubungan perencanaan

dan Anggaran dapat digambarkan dibawah ini :
Gambar 1.2
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Berdasarkan gambar 1.2 diatas terlihat jelas adanya keterkaitan
hubungan dokumen yang satu dengan dokumen lainnya, baik dari dokumen
yang bersifat Nasional, maupun dokumen yang berada di tataran daerah. Hal
utama yang harus diperhatikan untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah

adalah Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) yang berhubungan dengan
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Perangkat Daerah. Renstra K/L ini kemudian yang diturunkan dan dijabarkan
ke dalam RPJMN dan RPJPN maupun RPJPD dan RPJMD untuk memudahkan
menuangkan dalam program kegiatan sesuai bidang, maka diturunkanlah
melalui Renstra Perangkat Daerah.
Adapun perubahan Renstra ini mengacu pada :
1. Perubahan Nomenklatur dari Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 ke
Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri Nomor 050-
3708 Tahun 2020 serta Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021;
2. Perubahan RPJMD;

3. Penanganan Covid-19 berdampak pada perencanaan pendapatan dan
belanja daerah serta perencanaan program utama dan prioritas yang
sejak awal akan dilaksanakan. Ketika Covid-19 berdampak pada
belanja dan pendapatan menyebabkan sangat mungkin tidak sesuai

dengan perencanaan awal sehingga diperlukan revisi RPJMD.

1.2. LANDASAN HUKUM
Dasar penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Belitung 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5
Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor
56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan
Daerah Tingkat [ Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi
Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi, Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6322);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

ubahan Rencana Strategis Diskominto Kal Belitung
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang
Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang
Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun
2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017
Nomor 3 seri E);

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung' Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 4 seri E);
Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 1 Tahun 2010, tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Belitung
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2010
Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Tahun 2014 - 2034
(Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung
(Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 24);

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2018 tentang
Urusan Pemerintahan Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten
Belitung Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Belitung Nomor 47);

'bahan Rencana Strategis Diskominto Kab. Belitung
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21.

22,

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

1.3.

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2019 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung
Tahun 2018-2023. (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung tahun 2019
Nomor: 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 54);
Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2021 tentang
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023;

Peraturan Bupati Belitung Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 51 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung;

Peraturan Bupati Belitung Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung;

Peraturan Bupati Belitung Nomor 24A Tahun 2019 tentang Rencana
Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Belitung Tahun 2018-2023;

Peraturan Bupati Belitung Nomor 53 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 24A Tahun 2019 tentang
Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023;

Peraturan Bupati Belitung Nomor 75 Tahun 2021 tentang Perubahan
Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkugan Pemerintah
Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023;

Peraturan Bupati Belitung Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan
IKU di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023;
Peraturan Bupati Belitung Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 24A Tahun 2019 Tentang
Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkugan Pemerintah
Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023.

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi

dan Informatika Kabupaten Belitung adalah : Memberikan arah dan pedoman

Perangkat Daerah dan seluruh personilnya dalam melaksanakan tugasnya

dengan membangun komitmen bersama untuk mewujudkan tujuan dan

sasaran PD secara berkesinambungan dan berkelanjutan dan untuk

menentukan prioritas-prioritas di bidang komunikasi dan informatika, urusan
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pemerintahan bidang statistik yang menjadi kewenangan daerah, untuk

mendukung visi dan misi pemerintah Kabupaten Belitung, sehingga tujuan,

sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu

2018-2023 dapat tercapai.

Tujuan dari Penyusunan Perubahan Dokumen Renstra PD adalah :

1. Menjadi pedoman strategi atau arahan, dan digunakan sebagai dasar dalam
mengoperasionalkan rencana program kegiatan pembangunan selama 5
(lima) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan
Informatika;

2. Menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap
perubahan kemampuan keuangan daerah;

3. Menjadi dasar dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan
kinerja yang akan dilakukan selama lima tahun;

4. Menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan

perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan Perubahan Rencana Strategi Dinas Komunikasi
dan Informatika terdiri dari 8 (delapan) Bab sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BABII GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat
Daerah
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Perangkat Daerah
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Terpilih
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
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3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN,
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII PENUTUP
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BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati

melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika,

urusan pemerintahan bidang persandian dan urusan pemerintahan bidang

statistik yang menjadi kewenangan daerahdan mempunyai fungsi sebagai
berikut :

107 cr

a. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di

lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung
kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas
sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi
publik, layanan kehumasan, penguatan Kkapasitas sumber daya
komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan nama
domain dan sub domain, layanan infrastuktur dasar data center,
disaster recovery center dan Teknologi Informasi dan Komunikasi
Pemerintah Daerah, layanan keamanan informasi e-government, layanan
sistem komunikasi intra pemerintah daerah, layanan manajemen data
dan informasi e-government, layanan akses internet dan intranet,
layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik
dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan
kepemerintahan, penyelenggaraan ekosistem Teknologi Informasi dan
Komunikasi Smart City, penyelenggaraan government chief information
officer (GCIO), pengembangan sumber daya Teknologi Informasi dan
Komunikasi pemerintah daerah dan masyarakat lingkup daerah,

persandian dan statistik;

. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik

di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung
kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas
sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi
publik, layanan kehumasan, penguatan kapasitas sumber daya
komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan nama
domain dan sub domain, layanan infrastuktur dasar data center,
disaster recovery center dan Teknologi Informasi dan Komunikasi,
layanan keamanan informasi e-government, layanan sistem komunikasi
intra pemerintah daerah, layanan manajemen data dan informasi e-
government, layanan akses internet dan intranet, layanan

pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan

ubahan Rencana Strategis Diskomintio Kat Belittunyg
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suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan
kepemerintahan, penyelenggaraan ekosistem Teknologi Informasi dan
Komunikasi Smart City, penyelenggaraan government chief information
officer (GCIO), pengembangan sumber daya Teknologi Informasi dan
Komunikasi pemerintah daerah dan masyarakat lingkup daerah,
persandian dan statistik;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tugasnya

d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai sumber daya manusia
sebanyak 33 orang yang mempunyai latar belakang pendidikan S2, S1, D3 dan
SMA serta sumber daya berupa ketersediaan sarana dan prasarana
pendukung pelaksanaan tugas berupa gedung dan Peralatan kantor serta
perlengkapannya.

Dalam pelaksanaan tugasnya selama kurun waktu lima tahun
sebelumnya adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan
Informatika dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dan
melaksanakan urusan sebagai berikut: Peningkatan jaringan komunikasi dan
keterjangkauan akses informasi berbasis teknologi. Dalam pelaksanaan
Renstra tahun 2013-2018 terdapat hambatan utama yaitu Keterbatasan
Sumber Daya Aparatur, kurangnya koordinasi antar Perangkat Daerah dan
Kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika belum sepenuhnya
diserahkan.

2.1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT
DAERAH

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung terbentuk
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor
12 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Belitung nomor 21 Tahun 2007, tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Belitung dan Peraturan Bupati Belitung Nomor
30 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten Belitung.
Dimana tugas dan fungsi organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Belitung diatur dalam Peraturan Bupati Belitung Nomor 56 Tahun
2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi, serta Tata

Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung.
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Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun
2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung
Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Belitung nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung dan Peraturan Bupati
Belitung Nomor 30 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah
Kabupaten Belitung. Dimana tugas dan fungsi organisasi Dinas Komunikasi
dan Informatika diatur dalam Peraturan Bupati Belitung Nomor 56 Tahun
2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata
Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung, mempunyai
tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang
komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang persandian dan
urusan pemerintahan bidang statistik yang menjadi kewenangan daerah dan
mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di
lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung
kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas
sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi
publik, layanan kehumasan, penguatan Kkapasitas sumber daya
komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan nama
domain dan sub domain, layanan infrastuktur dasar data center,
disaster recovery center dan Teknologi Informasi dan Komunikasi
Pemerintah Daerah, layanan keamanan informasi e-government, layanan
sistem komunikasi intra pemerintah daerah, layanan manajemen data
dan informasi e-government, layanan akses internet dan intranet,
layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik
dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan
kepemerintahan, penyelenggaraan ekosistem Teknologi Informasi dan
Komunikasi Smart City, penyelenggaraan government chief information
officer (GCIO), pengembangan sumber daya Teknologi Informasi dan
Komunikasi pemerintah daerah dan masyarakat lingkup daerah,
persandian dan statistik;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik
di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung
kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas
sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi
publik, layanan kehumasan, penguatan kapasitas sumber daya

komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan nama



domain dan sub domain, layanan infrastuktur dasar data center,
disaster recovery center dan Teknologi Informasi dan Komunikasi,
layanan keamanan informasi e-government, layanan sistem komunikasi
intra pemerintah daerah, layanan manajemen data dan informasi e-
government, layanan akses internet dan intranet, layanan
pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan
suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan
kepemerintahan, penyelenggaraan ekosistem Teknologi Informasi dan
Komunikasi Smart City, penyelenggaraan government chief information
officer (GCIO), pengembangan sumber daya Teknologi Informasi dan
Komunikasi pemerintah daerah dan masyarakat lingkup daerah,
persandian dan statistik;

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tugasnya

d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung dipimpin oleh

Kepala Dinas dan membawahi langsung 1 (satu) Sekretariat dan 3 (tiga)

Bidang, yaitu:

1.
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Sekretariat:

a. Sub Koordinator Perencanaan, Pelaporan, Keuangan dan Aset;
b. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik:

a. Sub Koordinator Pengelolaan Aspirasi dan Produksi Informasi;
b. Sub Koordinator Pengelolaan Saluran Komunikasi Publik; dan

c. Sub Koordinator Pengembangan Kemitraan dan Layanan Informasi
Publik.

. Bidang Aplikasi Informatika

a. Sub Koordinator Infrastruktur dan Teknologi Interopabilitas
Pemerintahan;

b. Sub Koordinator Pengembangan Layanan Aplikasi Informatika; dan

c. Sub Koordinator Tata Kelola Aplikasi Informatika.

Bidang Keamanan Informasi, Persandian dan Statistik:

a. Sub Koordinator Persandian dan Keamanan Informasi; dan

b. Sub Koordinator Statistik dan Pengelolaan Data.

Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan

Kelompok Jabatan Fungsional




1. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas

melakukan pelayanan administratif dan teknis pada semua unsur di

lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

8, menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan dan
anggaran serta evaluasi dan pelaporan;

b. pengordinasian dan penyusunan rancangan produk hukum daerah di
bidang komunikasi dan informatika;

c. pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset;

d. pengelolaan umum dan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah
tangga, dan urusan Aparatur Sipil Negara;

e. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang
tugasnya; dan

f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas penyiapan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,
prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan
aspirasi publik di lingkungan pemerintah daerah, pengelolaan informasi
untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan
konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik,
manajemen komunikasi krisis, pelayanan informasi publik, layanan
hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik
dan penyediaan akses informasi.
Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dalam melaksanakan tugas
- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, menyelengarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik;
b. monitoring opini dan aspirasi publik;
c. monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi
Pemerintah Daerah;
d. pengelolaan konten dan perencanaan Media Komunikasi Publik;
e. pengelolaan Media Komunikasi Publik;
f. pelayanan Informasi Publik;

g. layanan hubungan media;
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h. kemitraan dengan pemangku kepentingan;

i. manajemen komunikasi krisis;

J. penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik;

k. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang
tugasnya; dan

l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Aplikasi Informatika

Bidang Aplikasi Informatika mempunyai tugas penyiapan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria,

dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan di bidang Rencana Induk dan Anggaran

Pemerintahan Berbasis Elektronik, Nama Domain, Pusat Data, Sistem

Jaringan Intra Pemerintah Daerah, Sistem Komunikasi Intra Pemerintah

Daerah, Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkup

Pemerintah Daerah Kabupaten, Penatalaksanaan dan Pengawasan Sistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam penyelenggaraan pemerintah

daerah, Keamanan Informasi, Data dan Informasi Elektronik, Aplikasi dan

Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik, Sistem Penghubung

Layanan Pemerintah, Ekosistem Kota Cerdas, Sumber Daya Teknologi

Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah, dan Government Chief

Information Officer (GCIO).

Bidang Aplikasi Informatika dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 24, menyelengarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Rencana Induk dan
Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik, Nama Domain, Pusat Data,
Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah, Sistem Komunikasi Intra
Pemerintah Daerah, Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten, Penatalaksanaan
dan Pengawasan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam
penyelenggaraan pemerintah daerah, Keamanan Informasi, Data dan
Informasi Elektronik, Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis
Elektronik, Sistem Penghubung Layanan Pemerintah, Ekosistem Kota
Cerdas, Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah
Daerah, dan Government Chief Information Officer (GCIO);

b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Rencana Induk dan
Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik, Nama Domain, Pusat Data,

Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah, Sistem Komunikasi Intra
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Pemerintah Daerah, Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten, Penatalaksanaan
dan Pengawasan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam
penyelenggaraan pemerintah daerah, Keamanan Informasi, Data dan
Informasi Elektronik, Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis
Elektronik, Sistem Penghubung Layanan Pemerintah, Ekosistem Kota
Cerdas, Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah
Daerah, dan Government Chief Information Officer (GCIO);

c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan Kkriteria
penyelenggaraan di bidang Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan
Berbasis Elektronik, Nama Domain, Pusat Data, Sistem Jaringan Intra
Pemerintah Daerah, Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah,
Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkup
Pemerintah Daerah Kabupaten, Penatalaksanaan dan Pengawasan
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam penyelenggaraan
pemerintah daerah, Keamanan Informasi, Data dan Informasi
Elektronik, Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis
Elektronik, Sistem Penghubung Layanan Pemerintah, Ekosistem Kota
Cerdas, Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah
Daerah, dan Government Chief Information Officer (GCIO);

d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik, Nama
Domain, Pusat Data, Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah, Sistem
Komunikasi Intra Pemerintah Daerah, Pengelolaan Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten,
Penatalaksanaan dan Pengawasan Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, Keamanan
Informasi, Data dan Informasi Elektronik, Aplikasi dan Proses Bisnis
Pemerintahan Berbasis Elektronik, Sistem Penghubung Layanan
Pemerintah, Ekosistem Kota Cerdas, Sumber Daya Teknologi Informasi
dan Komunikasi Pemerintah Daerah, dan Government Chief Information
Officer (GCIO);

e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Rencana Induk dan
Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik, Nama Domain, Pusat Data,
Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah, Sistem Komunikasi Intra
Pemerintah Daerah, Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten, Penatalaksanaan

dan Pengawasan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam
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4.

penyelenggaraan pemerintah daerah, Keamanan Informasi, Data dan
Informasi Elektronik, Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis
Elektronik, Sistem Penghubung Layanan Pemerintah, Ekosistem Kota
Cerdas, Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah
Daerah, dan Government Chief Information Officer (GCIO);

f. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang
tugasnya; dan

g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Keamanan Informasi, Persandian dan Statistik

Bidang Keamanan Informasi, Persandian dan Statistik mempunyai tugas

melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan

norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis
dan supervisi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang tata
kelola keamanan informasi, persandian dan statistik sektoral.

Bidang Keamanan Informasi, Persandian dan Statistik dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33,

menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang keamanan informasi,
persandian dan statistik;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang keamanan informasi,
persandian dan statistik;

C. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang
keamanan informasi, persandian dan statistik;

d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
keamanan informasi, persandian dan statistik;

e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang keamanan informasi,
persandian dan statistik;

f. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang layanan keamanan
informasi e-Government dan layanan manajemen data dan informasi e-
Government;

g. penyusunan peraturan teknis pengelolaan komunikasi sandi antar
Perangkat Daerah dan sumber daya persandian yang meliputi
pengelolaan sumber daya manusia sandi, perangkat lunak persandian,
perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi;

h. pengelolaan informasi berklasifikasi melalui pengklasifikasian informasi
milik Pemerintah Daerah;

i. pengelolaan proses pengamanan informasi milik Pemerintah Daerah;
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j. perancangan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah
di lingkungan Kabupaten;

k. penyiapan rencana kebutuhan sumber daya manusia sandi, perangkat
keras dan perangkat lunak persandian;

1. pengadaan, penyimpanan, distribusi dan pemusnahan perangkat lunak
dan perangkat keras persandian;

m. pemeliharaan dan perbaikan terhadap perangkat lunak persandian,
perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi;

n. penyiapan dokumen, bahan dan peralatan yang diperlukan untuk
pelaksanaan kegiatan survei statistik sektoral bidang sosial, ekonomi,
politik, hukum dan Hak Asasi Manusia;

o. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan dan metodologi survei bidang
politik, hukum dan Hak Asasi Manusia;

p. pelaksanaan dan koordinasi survei statistik sektoral bidang sosial,
ekonomi, politik, hukum dan Hak Asasi Manusia;

q. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan persandian dan statistik;

r. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang
tugasnya; dan

s. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

a. Sumber Daya Aparatur

Berdasarkan data kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika pada
Desember 2020, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah sebanyak 33
pegawai, yang terdiri dari 19 pegawai laki-laki (57,6%) dan 14 pegawai
perempuan (42,4%). Berdasarkan jenjang pendidikan, untuk ASN Dinas
Komunikasi dan Informatika didominasi oleh lulusan perguruan tinggi, yaitu
lulusan S2, S1 dan D3, dengan jumlah total sebanyak 28 orang (84,9%).
Sisanya berupa lulusan SMP dan SMA sebanyak 5 orang (15,1%). Jumlah dan
komposisi pegawai pada Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2020
selengkapnya dapat dilihat pada tabel dan diagram berikut.

Tabel 2.1

Alokasi Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Belitung Tahun 2020

No Unit Kerja Jumlah
1 Kepala Dinas 1
2. Sekretariat 6
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No Unit Kerja ~ Jumlah

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik 6
Bidang Aplikasi Informatika 8
5. Bidang Keamanan Informasi, Persandian dan +
Statistik
6. Jabatan Fungsional Tertentu 8
Jumlah 33 |
Tabel 2.2

Jumlah SDM Dinas Komunikasi dan Informatika Berdasarkan
Pangkat/Golongan Tahun 2020

Rincian Jumlah Jumlah Jumlah
PNS CPNS Total
Gol. IV 5 e 5
Gol. III 20 - 20
Gol. II 8 % 8
Gol. | & = E

Kondisi kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan
tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.3 di bawah ini :
Tabel 2.3

Jumlah SDM Dinas Komunikasi dan Informatika Berdasarkan Pendidikan
Terakhir Tahun 2020

Rincian Jumlah Jumlah Jumlah
PNS CPNS Total

S-3 - - -
S-2 5 - 5
S-1 15 - 15
D-IV - - -
D-III 8 - 8
D-II - - -
D-I - - -
SMA/Sederajat 4 - 4
SMP/Sederajat 1 -

SD/Sederajat - - -
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Tabel 2.4

Rincian SDM Dinas Kominfo Berdasarkan Golongan dan Pendidikan
Terakhir Tahun 2020

Golongan Pendidikan Terakhir
PNS/CPNS $3 82 [(S1| DIV | DII DII DI SMA SMK SMP SD
: PNS Gol. IV - .5} 1 - - - = > 2 - -
PNS Gol. III - - 14 - 3
PNS Gol. II - - - 5 5 2 _
PNS Gol. I - - - i
CPNS Gol. IV - - - - = g % 3 = < -
CPNS Gol. III - - - - - 2 - = - = -
CPNS Gol. II - - - - z 3 E 3 < 5 .
| CPNS Gol. I = = s § g - - =] -
Jumlah - 5 15 - 8 - B & - 1 -

Nl N
|

—

'

Tabel 2.5
Jumlah Pegawai ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2020
Yang Telah Mengikuti Diklat Kepemimpinan

No Jenis Diklat Pim Jumlah Pegawai
1 Diklat Pim IV 4
2 Diklat Pim III 3

3 Diklat Pim II -

Selain data pegawai di atas, Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Belitung juga mempunyai tenaga honorer yang antara lain:

1. Tenaga honorer untuk Penjaga malam sebanyak 1 (satu) orang

2. Tenaga honorer untuk Cleaning Service sebanyak 2 (dua) orang
3. Tenaga honorer untuk Sopir sebanyak 1 (satu) orang
4

Tenaga honorer untuk TU 1 (satu) orang

b. Sarana Dan Prasarana

Sarana dan prasarana aparatur diperlukan untuk mendukung
operasional dan pelaksanaan tugas Dinas Komunikasi dan Informatika.
Sarana dan prasarana aparatur yang dimiliki Dinas Komunikasi dan
Informatika berupa sarana transportasi, sarana telekomunikasi, serta
peralatan dan perlengkapan kerja. Secara lengkap sarana dan prasarana yang

dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dilihat pada tabel berikut :
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Tabel 2.6

Rekapitulasi Sarana dan Prasarana Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Belitung Sampai dengan 2020

No Jenis Barang Satuan J{a};h J‘Il;zﬁh Kg:;::g/

I. | Alat-alat Angkutan
1. | Mobil Unit 2 5 Kurang
2. | Motor Unit 12 14 Cukup

II. | Alat Ukur
1. | GPS Unit 3 Kurang
2. | Alat Pengukur Unit 2 Cukup

Suhu

III.  Alat-alat Kantor/
Rumah Tangga
1. | Mesin Tik Buah 2 2 Cukup
2. | Filling Cabinet Buah 12 20 Kurang
3. | Brancash Buah 1 2 Cukup
4. | Lemari Buku Buah 12 12 Cukup
5. | Lemari Arsip Buah - 9 Kurang
6. | Kursi Kerja Buah 48 50 Cukup
7. | Meja Kerja Buah 25 30 Cukup
8. | Kursi Rapat Buah 57 200 Kurang
9. | Meja Komputer Buah 47 25 Cukup
10. | Komputer Unit 13 15 Cukup
11. | Printer Unit 35 15 Cukup
12. | Laptop Unit 23 16 Cukup
13. | AC Split/Dinding Unit 30 25 Cukup
14. | AC Tower Unit 1 6 Kurang
15. | Sound System Set 1 5] Kurang
16. | Kursi Tamu Set 4 7 Kurang
17. | Kipas Angin Unit 5 8 Cukup
18. | Server/Mainframe Unit 9 10 Kurang
19. | Jaringan LAN Set - 5 Kurang
20. | Meja Rapat Set 20 3 Cukup

22|Perubahan
2018-2023

Fahun

) , S v 0 3
Rencana

% 3 Y5 r r 1
ateegis Diskominfo Kab

Belitung




Jumlah

No Jenis Barang Satuan \:;lg J;‘;::ﬁh Kg::?é/
a
21. | Mesin Potong Unit - 2 Kurang
Rumput
22. | CCTV Set 3 o Cukup
V. | Alat-alat Studio dan
Komunikasi
1. | PABX Unit - 2 Kurang
2 Pesawat Faximile Unit 5 2 Cukup
3. | Pesawat Telepon Unit 1 8 Cukup
4 | Pesawat Telepon Unit - 1 Kurang
Satelit
5 | Handy Talky Unit i 4 12 Kurang
6 Proyektor + Layar Unit 2 o Kurang
7 | Kamera Unit 10 6 Cukup
8 | Handy Cam Unit 2 2 Cukup
9 | Video Camera Unit 3 2 Cukup
10 | Drone Unit 2 2 Cukup
11 | Alat Pemadam Buah 3 5 Cukup
Kebakaran (APAR)
Ringan
Sumber : Buku Inventaris 2020, diolah (jumlah barang dalam kondisi

baik)

2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pada Dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan
Informatika Tahun 2018-2023 telah ditetapkan sejumlah sasaran pelayanan
Dinas Komunikasi dan Informatika di bidang Komunikasi dan Informatika,

Statistik dan Persandian beserta target

indikator kinerjanya,

pencapaiannya dapat dilihat pada tabel berikut.
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Tabel 2.7.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung
Tahun 2014-2018

Target
No Indikator Kinerja .“qlmu.““" Hﬂ.‘wﬂ«n Indikator Fatget Raneicn Realisasi Capaian Rasio Pencapaian
2014 |2015|2016|2017 2014 | 2015 |2016| 2017 2018 |2014|2015(2016| 2017 | 2018
1 |Pelaksanaan Diseminasi dan
Pendistribusian Informasi Nasional 100% 90.03% | 81.99% 0.9 0.82
; . . 12
a. Media massa seperti majalah, .
radio dan televisi keali/ta
hun
b. Media baru seperti Website Setiap
(media online) hari
c. Media Luar Ruangan seperti 12
Buletin, Leaflet, Brosur, Spanduk |kali/ta
dan Baliho hun
12
d. Media Interpersonal seperti kali/ta
sarasehan, ceramah/diskusi dan hun/
lokakarya kecam
atan
e. Media tradisional seperti H.m
pertunjukan rakyat kali/ta
hun
2 |Cakupan pengembangan Kelompok
Informasi Masyarakat di Tingkat 50% 100% 40.05% | 95.25% 0.4 0.95
Kecamatan
3 |Ketersediaan Data Pembangunan o
Daerah yang akuntabel s OF-IeG 0.68

Selama Tahun 2017-2018 pelaksanaan Diseminasi baru dapat dilaksanakan melalui website, bulletin, leaflet dan spanduk. Sedangkan
media interpersonal dan media tradisional belum dapat dilaksanakan. Kelompok Informasi Masyarakat saat ini sudah terbentuk 6
kelompok, untuk ketersediaan data Pembangunan Daerah yang akuntabel pencapaiannya belum dapat maksimal dikarenakan masih

kurangnya data yang akurat, mutakhir, terpadu dan mudah diakses.
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Tabel 2.7.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung
Tahun 2018-2023

Target Target Renstra Realisasi Capaian Rasio Pencapaian
No Indikator Kinerja ﬁ_«.m ._,”__Mﬁ Indikator S

Lainnya | 2019 |2020|2021|2022|2023| 2019 | 2020 |2021 |2022 |2023 | 2019 | 2020 |2021 | 2022 | 2023
. MW%%@ Kepussan Masyaralat 62,51%| 65% | 75% | 90% | 95% | - | 81,59 1,26
2 |Pessentaie Pelayanan komuuiisis 62,51%]| 65% | 75% | 90% | 95% | 81,72 | 86,62 1,3

dan informatika yang berkualitas

a. Terintegrasinya sistem informasi
b. Diseminasi informasi

c. Pengaduan masyarakat

d. Layanan Persandian

e. Agregat nilai pelaksanaan
kontrol pengamanan informasi
dengan menggunakan instrumen
yang diterapkan BSSN

f. Pemanfaatan data
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Untuk indikator Nilai Survey Kepuasan Masyarakat tahun 2019 belum
dilakukan survey di karenakan tahun 2019 masih merupakan tahun pertama
dari pelaksanaan perencanaan strategis jangka menengah 2018-2023.
Sedangkan untuk indikator Presentase Pelayanan Komunikasi dan
Informatika yang berkualitas realisasi capaian kinerja tahun 2019 adalah
81,72%.

Ketercapaian indikator kinerja tahun 2020 dari sasaran strategis Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung melebihi target yang telah
ditetapkan. Untuk indikator Nilai Survey Kepuasan Masyarakat dari target
yang ditetapkan sebesar 65% capaian kinerjanya sebesar 81,59%, diperoleh
dari hasil survey melalui kuisioner ke masyarakat. Sedangkan untuk indikator
Persentase pelayanan komunikasi dan informatika yang berkualitas
dari target yang ditetapkan sebesar 65% capaian kinerjanya sebesar 86,62%,
pencapaian ini diperoleh dari formulasi hitungan komponen IKU dengan
perumusan capaian bobot dari 30% Terintegrasinya Sistem Informasi, 30%
Diseminasi Informasi, 5% Pengaduan Masyarakat, 10% Layanan Persandian,
10% Tingkat Kematangan Keamanan Informasi dan 15% Persentase
Pemanfaatan Data.



Tabel 2.8
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung

No Bisas Anggaran Tahun 2013-2018 Realisasi Anggaran Tahun 2013-2018 Rasio antara realisasi dan anggaran [Rata-rata Pe rtumbuhan
2014 | 2015 | 2016 | 2017 2018 | 2014 | 2015 | 2016 2017 2018 2014 [ 2015 [ 2016 {2017 | 2018 |Anggaran | Realisasi
Urusan  Komunikasi dan Informatika
1|Program Pelayanan Admmistrasi Perkantoran 538848 | 611,675 40295248 |  513,735.79 0.75%| 0.83%
Pening Pr
g S Senas G s 129032 | 588,692 70972.07| 48732443 0.55%| 0.83%
Aparatur
3Program Peningkatan Disipln Aparatur 12,500 12,000 0.96%
4|Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya 240000 154.427.69 0.64%
Aparatur
5|Program Peningkatan _uﬂ.umoa_.um:m..m: Sistem 10,000 7974 0.79%
Pelaporan Capaian Kinerja dan
6|Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang
9148 2
Komunikasi dan Informatika 1480 3503120
7|Program Pengembangan Komunikasi,
555,830 | 1 ; :
st dart el M 5830 | 1,779,835 500,436.65 | 1,459,288.52
8|Program Kerjasama Informasi dengan Medi
g S0 S 166250 | 42,170 6658262 |  40,166.10 0.40%| 0.95%
Massa
Urusan  Statistik
9|Program Pengembangan
6 0.00%| 0.68%
Data/Informasi/Statistik Daerah s : ’

Program Fasilitasi Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informatika memiliki rasio 0.60% pada tahun 2017 dikarenakan oleh di

dalam program ini terdapat kegiatan Penguatan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) yang mana tupoksi PPID belum berjalan

sebagaimana mestinya serta Surat Keputusan Tim PPID mengalami perubahan. Pada Tahun 2017 rasio Program Kerjasama Informasi dibawah

50% dikarenakan harga pasar cetak Buletin pada kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah melalui Media Cetak

melebihi plafon anggaran sehingga honor tim pendukung tidak dapat direalisasikan.
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Tabel 2.9
Perubahan Indikator Kinerja Utama

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung

publik berbasis TIK

informatika yang berkualitas

tingkat kematangan keamanan informasi) + (20% x persentase pemanfaatan data)

Keterangan:

I. Terintegrasinya sistem informasi = (Jumlah sistem Informasi terintegrasi / jumlah
sistem informasi vang harus terintegrasi sesuai SPBE) x 100%

2. Diseminasi informasi = (Jumlah media diseminasi yang aktif / jumlah media
diseminasi yang dimiliki) x 100%

3. Tingkat kematangan keamanan informasi: Agregat nilai pelaksanaan kontrol
pengamanan informasi dengan menggunakan instrumen vang diterapkan BSSN

4. Pemanfaatan data: (Jumlah data yang dimanfaatkan untuk pembangunan daerah /
Jumlah data yang tersedia) x 100%

NO. | SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN SUMBER DATA
1 2 3 4 5
1 Terwujudnya pelayanan | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat SKM = (Total dari Nilai Persepsi per Unsur / Total Unsur yang Terisi) x Nilai Laporan Hasil Survey Kepuasan

komunikasi dan (SKM) Penimbang Masyarakat

informatika yang Dimana : Bobot nilai rata-rata terimbang = (Jumlah Bobot/Jumlah Unsur) = 1/9=0,11

berkualitas

Nilai Nilai Interval (NI)
Persepsi
1 1,00 —2,5996
2 2,60 — 3,064
3 3.0644 — 3,532
4 3,5324 - 4,00
1.1 Meningkatnya pelayanan Persentase Pelavanan komunikasi dan (35% x Terintegrasinya sistem informasi) + (35% x diseminasi informasi) + (10% x o Laporan evaluasi SPBE (Sistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik)
Perpres Nomor 95 Tahun 2018

I. Laporan Evaluasi Integrasi Sistem
Informasi

2. Laporan Diseminasi Media

3. Survev Indeks KAMI

4. Portal Satu Data




2. 4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN
PERANGEKAT DAERAH

Berdasarkan kinerja pelayanan yang disampaikan pada Sub bab
sebelumnya, dapat diidentifikasi tantangan dan peluang pengembangan
pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung
berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi utamanya berkaitan dengan
penyusunan dokumen perencanaan.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung dibentuk dalam
rangka komitmen Pemerintah Kabupaten Belitung melaksanakan urusan
komunikasi dan informatika di Kabupaten Belitung. Dalam perkembangannya
terdapat tantangan dan peluang yang dapat dijadikan dasar untuk
peningkatan pelayanan komunikasi dan informatika.

Tantangan sekaligus peluang dalam pembangunan komunikasi dan
informatika muncul dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas
Undang-undang Nomor 11 Tahun tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
memuat tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik
yang dilaksanakan dengan tujuan untuk :

a. mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari
masyarakat informasi dunia;

b. mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional
dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

c. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;

d. membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap Orang
untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang
penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal
mungkin dan bertanggung jawab; dan

e. memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi

pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.

Sedangkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik menyatakan bahwa:
1. Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan
ketentuan Undang-Undang ini.
2. Setiap Orang berhak :
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a. Melihat dan mengetahui Informasi Publik;

b. Menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum
untuk memperoleh Informasi Publik;

c. Mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan
sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/ atau

d. Menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

3. Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi

Publik disertai alasan permintaan tersebut.

Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke
pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat
hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan UndangUndang ini.

Berdasarkan uraian diatas dapat ditemukan peluang dan tantangan
pelayanan komunikasi dan informatika sebagai berikut:

* Tantangan :

. Keterbukaan Informasi Publik
Pemerataan Infrastruktur TIK
Ketersediaan Satu Data

Keamanan Informasi Digital Pemerintah Daerah

2

Aparatur dan masyarakat yang melek terhadap TIK
* Peluang :
1. Tersedianya media informasi dan komunikasi untuk didayagunakan
2. Kebijakan Nasional tentang TIK
3. Belitung sebagai Kawasan Strategis Nasional (UGG, Kawasan KEK, KPPN
dan KSPN)
4. Kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi

5. Pesatnya perkembangan TIK
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BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN
FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung dalam

menjalankan tugas dan fungsinya pelayanan masih menemui beberapa

permasalahan diantaranya :
a. Belum optimalnya Penyelenggaraan SPBE.
b. Belum optimalnya Penyelenggaraan Informasi dan Komunikasi

Publik.
c. Belum optimalnya Layanan Satu Data.

Tabel 3.1
Belum optimalnya Belum Optimalnya Belum tersedia
Layanan Sistem Penyelenggaraan SPBE infrastruktur TIK yang
Pemerintahan memadai
Berbasis Elektronik,
Informasi dan
Komunikasi Publik,
Persandian dan
Statistik Sektoral
Belum terintegrasinya
Sistem Berbasis
Elektronik
Pengelolaan Keamanan
Informasi belum optimal
Belum optimalnya
Kompetensi SDM di
bidang Teknologi
Informasi
Belum Optimalnya Penyelenggaraan
Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi
Informasi dan Publik masih kurang
Komunikasi Publik efektif
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Diseminasi informasi
publik belum optimal
Belum optimalnya
Kompetensi SDM di

bidang informasi dan

komunikasi publik
Belum optimalnya Belum Optimalnya
Layanan Satu Data kinerja produsen data

dan ketersediaan data
yang akurat

Belum optimalnya
Kompetensi SDM di
bidang Statistik

Belum optimalnya tata
kelola bidang TIK,
Persandian dan Statistik
Sektoral

3.2. TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL
'KEPALA DAERAH TERPILIH

Berdasarkan kondisi Kabupaten Belitung saat ini dan tantangan yang
akan dihadapi dalam lima tahun mendatang, serta mempertimbangkan
sumber daya pembangunan yang dimiliki oleh Kabupaten Belitung dan
amanat pembangunan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Belitung periode 2005-2025. Maka visi
pembangunan Kabupaten Belitung tahun 2018-2023 adalah:

“Mewujudkan ekonomi yang berkeadilan, berdaya saing dan inovatif
di Kabupaten Belitung Tahun 2023”
Adapun makna yang terkandung didalam pernyataan visi tersebut,
adalah sebagai berikut :

a. Ekonomi Berkeadilan bermakna bahwa pembangunan yang
dilakukan di Kabupaten Belitung harus dapat dialokasikan dan
didistribusikan kepada seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan
yang dilakukan harus memperhatikan hak-hak dasar masyarakat
serta memperluas kemampuan masyarakat untuk dapat mengakses

seluruh sumber daya;
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b. Berdaya saing bermakna bahwa pembangunan di Kabupaten

Belitung sanggup berkompetisi dengan daerah lain, memiliki
keunggulan dan mempunyai nilai tambah di tingkat nasional

maupun internasional;

Inovatif mengandung makna bahwa pembangunan di Kabupaten
Belitung harus memiliki pembaharuan dalam menyelesaikan

permasalahan pembangunan.

Untuk mewujudkan visi tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Belitung pada masa yang akan datang akan melakukan hal-hal

sebagai berikut :

1. Mendistribusikan informasi program-program pembangunan serta

kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah kepada masyarakat melalui
media massa serta membangun akses komunikasi online yang

terintegrasi dan mudah diakses

2. Menyiapkan jaringan infrastruktur yang memadai di bidang TIK.

3. Melakukan pemahaman/sosialisasi kepada masyarakat tentang

pentingnya TIK.
Melakukan pengembangan aplikasi inovatif yang berkaitan dengan

peningkatan pelayanan publik.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan

dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam upaya untuk mencapai visi

pembangunan di atas, maka ada 3 (tiga) misi pembangunan Kabupaten
Belitung Periode 2018-2023 yaitu:

1.
2,

Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berkeadilan;
Meningkatkan pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, profesional,
akuntabel dan transparan;

Meningkatkan ekonomi berbasis potensi daerah yang berwawasan

lingkungan dan berkelanjutan;

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut Dinas Komunikasi

dan Informatika Kabupaten Belitung turut serta mendukung melalui misi

Kedua dengan meningkatkan pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif,

profesional, akuntabel dan transparan yang bermakna bahwa untuk

mewujudkan pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, profesional, akuntabel

dan transparan perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas dan kapasitas

aparatur, pengelolaan keuangan dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan

daerah serta pelayanan publik yang didukung oleh sarana bangunan kantor
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dan prasarana pemerintahan yang representatif, serta pemanfaatan teknologi

dan sistem informasi yang terintegrasi.

Tabel 3.2
Misi, Tujuan dan Sasaran dari RPJMD Kabupaten Belitung
Tahun 2018-2023

No. Misi Tujuan RPJMD Sasaran RPJMD
1. | Meningkatkan Terwujudnya Terciptanya birokrasi

pelayanan Pelayanan yang bersih transparan
birokrasi yang Birokrasi yang dan akuntabel

i bersih, inovatif, bersih, inovatif, Terciptanya birokrasi

% profesional, profesional, yang inovatif dan

| akuntabel dan akuntabel dan profesional

! transparan transparan Birokrasi yang

’ mengedepankan

J pelayanan masyarakat

i yang berkualitas

3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI

Visi Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk tahun 2020—
2024, mengacu kepada visi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2020—2024,
yaitu “Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan
berkepribadian berlandaskan gotong royong“. Visi Kementerian Komunikasi
dan Informatika adalah visi institusi yang digunakan sebagai arahan kepada
semua jajaran Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya. Rumusan itu disusun untuk mendukung
tercapainya visi Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025.

Untuk itu, seluruh sektor pembangunan dalam pemerintahan dan
seluruh potensi bangsa wajib mewujudkan visi tersebut. Khusus Kementerian
Komunikasi dan Informatika diharapkan dapat memberikan kontribusi
melalui upaya mewujudkan masyarakat yang berpengetahuan, mandiri, dan
berdaya saing tinggi melalui pemanfaatan TIK.

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut melalui 9 misi Presiden dan
Wakil Presiden yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
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Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing;
Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;

Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian Bangsa;

I L

Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan

terpercaya,

7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada
warga; dan

8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya; serta

9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan.

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju
Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian dalam kebudayaan,
dirumuskan tujuh agenda prioritas yang dituangkan kedalam RPJMN Tahun
2020—2024.

Dari tujuh agenda prioritas nasional tersebut, sesuai dengan tugas dan
fungsi Kementerian Komunikasi dan Informatika memfokuskan mendukung
pencapaian target dua prioritas nasional. Dua prioritas nasional tersebut
adalah PN-5 dan PN-7, khususnya mendukung Program Prioritas Nasional
Infrastruktur Perkotaan, Transformasi Digital, serta Konsolidasi Demokrasi.

PN-5: Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan
ekonomi dan pelayanan dasar.

PN-7: Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi
pelayanan publik.

Visi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung dapat dirumuskan sebagai berikut: “Babel Sejahtera Provinsi Maju
Yang Unggul dibidang Inovasi, Agropolitan, dan Bahari dengan Tata
Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat dan
Berbasis Teknologi”.

Dalam rangka mencapai visi Diskominfo Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung tersebut, maka misi yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu
2007-2012 adalah sebagai berikut :

1. Pembangunaan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah;

2. Mewujudkan Infrastruktur dan konektifitas derah yang berkualitas;
3. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia unggul dan handal;

4. Peningkatan Kesehatan Masyarakat;
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5. Peningkatan Tata kelola pemerintah yang baik serta pembangunan
demokrasi;

6. Meningkatkan pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup;

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung akan
mengoptimalkan layanan di bidang teknologi, informasi dan komunikasi,
Persandian dan Statistik Sektoral, dalam rangka mendukung visi misi

Diskominfo Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut.

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN
LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS PADA RPJMD

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Tahun 2014 - 2024
diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2014
dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (7) dan Pasal 78
ayat (4) huruf ¢ Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang, serta penyesuaian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun
2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Dalam rangka memberikan dan meningkatan pelayanan sektor
komunikasi dan informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Belitung berupaya untuk memaksimalkan pemanfaatan Tata Ruang Wilayah
serta mempertimbangkan dampak pembangunan dan pengembangan
terhadap lingkungan hidup. Dan pembangunan dan pengembangan sektor
komunikasi dan informatika diupayakan agar tetap ramah lingkungan.

Pemanfaatan jaringan optik secara optimal merupakan perwujudan
pengembangan sistem prasarana telekomunikasi melalui pemanfaatan
jaringan optik secara optimal, secara geografis wilayah Kabupaten Belitung
dilintasi jaringan telekomunikasi serat optik internasional. Pembangunan
serat optik yang menghubungkan sarana prasarana pemerintahan dengan
kawasan strategis lainnya memperhatikan kaidah dan pedoman Rencana

Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung.

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Penentuan isu strategis merupakan bagian yang penting dalam proses
perencanaan pembangunan daerah untuk mengidentifikasi kondisi yang akan
berdampak kedepannya. Untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis

diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah
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diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Analisa yang digunakan
melalui metode coding dari berbagai aspek yaitu Infrastruktur TIK (SPBE),
Diseminasi Infomasi, Data Statistik Sektoral, Persandian dan Sumber Daya
Manusia yang sudah diolah dan dikomunikasikan melalui rapat internal
Dinas Komunikasi dan Informatika serta dikoordinasikan dalam Forum Group
Discussion (FGD).

Berdasarkan hasil analisa tersebut, maka beberapa isu strategis
pembangunan dan pengembangan bidang komunikasi dan informatika
untuk 5 tahun kedepan adalah :

1. Pengembangan dan penguatan tata kelola, infrastruktur dan

integrasi Teknologi Informatika.
2. Optimalisasi pelaksanaan diseminasi informasi.
3. Pengembangan Manajemen data statistik sektoral.
4. Pengembangan keamanan informasi dan jaringan komunikasi sandi.

5. Pengembangan Sumber Daya Aparatur di lingkungan Diskominfo

vang sesuai kompetensinya.

D) 1 5] 2 = = Lo 3o , YT - = T ™ s o o
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BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Dalam rangka pencapaian visi dan misi Kabupaten Belitung, Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung maka dirumuskan tujuan
dan sasaran jangka menengah.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu
dilakukan wuntuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan
permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang
diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk
dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan di atas dan untuk
keberhasilan mencapai visi dan misi tersebut, perlu ditetapkan tujuan Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung yang ditempuh melalui
penetapan beberapa sasaran yang satu dengan yang lainnya yang saling
berhubungan. Hubungan misi, tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung adalah sebagai berikut :

Tujuan yang ingin dicapai dalam kurun waktu sampai dengan 5 tahun
mendatang adalah Terwujudnya Pelayanan Komunikasi dan Informatika
yang berkualitas. Sedangkan sasaran yang ditetapkan adalah
Meningkatnya Pelayanan Publik Berbasis TIK.

Tujuan, Sasaran, Indikator sasaran, dan target kinerja sasaran jangka
menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung dapat
dilihat pada Tabel 4.1 dibawah ini :

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Belitung

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN
SASARAN/ KE- ;
TUJUAN 2019 2020 2021 2022 2023
(1) (2) (3) (4) () (6) (7) 8) 9)
1. Terwujudnya Nilai Survey - 3,26 3,24 3,6 3.8
Pelayanan kepuasan
Komunikasi masyarakat
dan .  Meningkatnya Persentase 81,72% 86,62% 94,85% = 90%  95%
yan Pelayanan Pelayanan
s i Komunikasi dan
berkualitas Publik s vig
Berbasis TIK  Informatika yang
berkualitas

) 1 T D Q4 { Ny 1 1 - . I ali . 2 (Y
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BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan
komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan
efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan
dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam perumusan
program dan kegiatan.

Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Dinas Komunikasi dan
Informatika Tahun 2018-2023 adalah strategi dan arah kebijakan untuk
mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi dan
Informatika, yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah dalam
RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023. Strategi dan arah kebijakan
diperlukan untuk memperjelas arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran
Perangkat Daerah serta dalam mengemban tugas dan fungsinya, agar tetap
berada pada koridor yang ditetapkan.

Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran
pelayanan, isu strategis, serta pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat
Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika. Dengan mengetahui faktor-faktor
yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan tersebut, dapat
disusun strategi yang dinilai realistis dalam mencapai tujuan dan sasaran
yang telah ditetapkan. Hasil rumusan strategi tersebut selanjutnya
dijabarkan dalam serangkaian arah kebijakan untuk memperjelas strategi
sehingga lebih spesifik, konkrit dan operasional.

Upaya pencapaian sasaran tersebut, kemudian dirumuskan strategi

dan arah kebijakan sebagai berikut sebagai berikut :
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| Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : Mewujudkan ekonomi yang berkeadilan, berdaya saing dan inovatif di
Kabupaten Belitung Tahun 2023

MISI : Meningkatkan pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, profesional,
akuntabel dan transparan

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

Terwujudnya

Pelayanan

Pelayanan

Komunikasi dan

Informatika yang

berkunalitas
Meningkatnya Mengoptimalkan Menyelenggarakan Diseminasi
Pelayanan Publik Keterbukaan Informasi Publik
Berbasis TIK Informasi Publik

Penguatan PPID

Penguatan kemitraan dan
Komunikasi Sosial
Meningkatkan Kompetensi
SDM dibidang informasi dan
komunikasi publik
Meyusun dan menyiapkan
kebijakan dibidang informasi
dan komunikasi
Melakukan monitoring dan
evaluasi dibidang informasi
dan komunikasi
Mengoptimalkan Membangun infrastruktur
Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan
TIK Komunikasi

Melaksanakan Sistem
Pemerintahan Berbasis
Elektronik

Meningkatkan Pengelolaan
Persandian dan Keamanan
Informasi

Meningkatkan Kompetensi
SDM dibidang TIK
Meyusun dan menyiapkan
kebijakan dibidang TIK
Melakukan monitoring dan
evaluasi dibidang TIK
Mengoptimalkan Menyediakan data yang
Belitung Satu akurat, mutakhir, terpadu dan
Data mudah diakses
Meningkatkan Kompetensi
SDM di bidang statistik
sektoral

Meyusun dan menyiapkan
kebijakan dibidang statistik
sektoral

Melakukan monitoring dan
evaluasi dibidang statistik
sektoral




BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN

Program dan rencana kegiatan serta pendanaan yang dituangkan
Perubahan Renstra Perangkat Daerah tahun 2018-2023 disusun dengan
mengacu dan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2018-
2023.

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk
upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber
daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan
tugas dan fungsi.

Kegiatan = Perangkat Daerah  adalah  serangkaian  aktivitas
pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk
menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu
program.

Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada
penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Dengan
demikian, kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program
sebagai arah dari pencapaian tujuan yang memberikan kontribusi bagi
pencapaian tujuan dan sasaran. Kegiatan merupakan aspek operasional dari
suatu rencana strategic yang diarahkan untuk mencapai tujuan sasaran serta
dan misi dan visi pemerintah daerah.

Dalam penyusunan rencana program dan kegiatan perlu
memperhatikan kerangka logis perencanaan kinerja dengan menentukan
program dan kegiatan yang tepat sebagai wujud operasional dari strategi dan
arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran.Penentuan
program dan kegiatan juga harus menyesuaikan tugas dan fungsi dari
setiap komponen organisasi perangkat daerah dengan memperhatikan prinsip

efektivitas dan efisiensi.
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[Tabel 6.1 a
IRencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Dinas Komunikasl dan Informatika Kabupaten Belitung

Data Target Kinerja Program dan Kerangka
capalan
Pendanaan = Unit Kerja _
indikator Kinerja Tujuan, Program| tahun Kondisl Kinerja pa; OPD Lokas
ujua ran Kode ogr Kegla
Tehn s ik tan )dan awal Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 akhir periode Renstra | penangg
perenc OPD
Sema Target RP(0D0) Target RP{000) Target _ Target RP(000)
1 2 4 & 6 7 ] 18 19 20 21
Terw ujudnya Survey ke puasan masyarakat 82.51%
|Pelayanan dibidang teknologi informasi
Komunikasi dan
Informatika yang
berkualitas Meningkatnya Pelayanan Persentase Pelayanan Komunikasi 62,51%
Publik Berbasis TIK dan Informatika yang berkualitas
[7|02] 7001 |Program Peng: asl, | Kek Diseminasi mformasi BO%} 100%) 1,857,687
informasi dan Media Massa dan Pendistribusian Informasi
Daerah
Kagiatan :
Pemeliharaan dan Pengelotaan Website Terpelharanya website 100%| 100% 25,800]Bid. IKP Tg Pandan
Pameliharaan jaringan server dan apikas| B{ Terpelharanya jaringan.server dan 100%) 100%, 165,300 Bid.e-Gov |5 Kec
Government aplikasi EGovernment
Pengelolaan Media Center Madia Center 100%) 100% 73,220]8id KPP Tg Pandan
Rencana Induk Teknclogl Informasi dan Tersedianya Rencana Indui Teknologi 100%) 100%! 314,747|Bid.e-Gov |5 Kec
Komunlkas| Kab. Belitung informasi dan Komunilasi
Pengadaan Jasa Sew a internet/Bandw idth | Tersedianya Koneks| internet 100%, 100% 782.300]Bid 8-Gov |5 Kec

eGovernment dan publik

Fengadaan Aplikas| Pelayanan Masyaralat | Tersedianya aplicasi pelayanan 100% 100% 1 aplicasij 35,000 |Bid.KP Tg Pandan
masyarakat
Fengelolasan LPPL Radic Suara Fraja Siaran Radio 20%| 100% 282,565 100% 282,565 |Bid KP Tg.Pandan
Fangelolaan LA POR! SPaN Terkelolanya LAPORI SP4N 100%)| 100% 146,755 148,755 |Bid. IKP Tg Pandan
Penguatan PPD Terkeiclanya PPD 100% 100% 22,000 22,000]8id. KP Tg Pandan
1702|710 [0Z] Pe ngelolaan Aplikasi iInformatika Persentas Terintagrasinya Sistem 25%) 50%)| 1,297,175 10,748,825
Informasi Pelayanan Publik dan
Birokrasi
Kegiatan :
Panysienggaraan Bosistem T dan Bosistem TIK dan aplikas! Smart sland 50% 80% 133,500 | 2 jenis 3,833,500]Bid a-Gov |5 Kec

Kerjasama Smart ity

Layanan infrastruktur dasar data center Jaringan server dan aplikasi s- 40%)| 40%! 1,113875 | 5jenis 2,320,000 5jenis 3,433 675|8id.e-Gov |5 Kee
Disaster recovery center dan T Government

Panyusunan DED Command Center Dokumen DED Command Center 0% 50,000 |Bid.e-Gov |TgPandan
Pembangunan Netw ork Operation Canter | Netw ork Operation Center (NOC) 0% 2,000,000 |Bid.e-Gov |TgPandan
(MO

Pemeliharaan jaringan, server dan apliasi 5{Jaringan server dan apliasi & 100% 200,000 |Bid.e-Gov |5 Kec
Government ‘Government

Pengembangan dan pengelolaan aplkasi Aplkasi Pelayanan Mas yarakat 25%| aplikasy i 2 apliasi 36,080]Bid. e-CGov |5 Kec

VD% VO%

umum dan khusus yang terintegras|

108,980 |Bid.e-Gov |5 Kec
Sosizlisasi layanan publik berbasis Feserta sosahsasi 25% 100 org
elaktronik
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dan kegiatan pemerintah daerah

Monitoring evaluasl pelaporan
penyelenggaraan e-government

Felatihan SDM Bidang Teknologl informasi

dan komunikasi

Layanan Akses internet, internet dan
Komunikasi intra Pemerintah Casrah

e = ﬁ p— SRR o T [Layanan w ebsite lembaga, pelayanan publik]

WWebsite lembaga, pelayanan publik dan |
Pamerintah Daerah

Laporan Monloring dan Braluasi

Jumiah Aparatur yang mengikuti
Pendidilan dan Pelatihan Perangiat
Caerah

Koneksi internet e-Governmeant dan
publik

)

5%

25%

1 |02] 10|03 Pengelolaan Informasi Dan
Komunikasi Publik

Kegiatan :
Pengelolaan Layanan Pengaduan
Masyarakat

Kegiatan :
Pembuatan Buletin

Pembentukan dan Pembinaan Kampung
Radio

Analisa Informasi dan Komunikasl Publik
Fengelolaan FPID

Fengelclaan Media Canter

Fengelolaan Layanan Informas| Online
Diserminasi Informasi Media Tradisional

Pembinaan dan Pemberdayaan kelompok
formasl Mas yarakat

Pengelolaan Radio Lembaga Penyiaran
Fublik Lolal (LPFL)

Pameararn/EXPO Kominfo

Monitaring informasi dan penetapan agenda
priortas komunikas! pemerintah daerah

Layanan hubungan madia

Fengeiolman meda komunikasi publik

Kemitraan dengan pemangku kepentingan

Pelayanan Informas) pubilk

1 konten dan psi
media komunikasi publik

Persentase Pengaduan
Masyarakat Yang Terlayani

Layanan Pengaduan Masyarakat

berfungsi baik

Persentase Diseminasi informasi
kebijaksan yang didesiminasikan
Diseminasi Informasi

Kampung Radic

Laporan analisa informasi
Terkalolanya PP

Media Center Barfungs| Baik

Fortal media online berfungsi balk

Diseminas| informasi msialul media
tradisional

Kelompolc informasi Masyarakat

Radio LPPL Berfungsi Bak

Pameran/EXFPO Kominfo

Laporan montoring agenda prioritas

Jurmiah yang terlayani hubungan madia
Terkelolanya media komunikasi publik
Terjalinnya kermftraan pemanghu
kepentingan

Terkabolanya layanan Informas| publik

Media komunikas| publik berfungsi balk

[Tersedia

1|02} 14{01| Program Pengembangan
Data/informasi/Statistik Daerah

Ketersediaan data dan informasi
pembangunan daerah

430 [Bid e-Gov |5Kec
1 dok 14,000 1 dok 14,000 |Bid.e-Gov |5 Kac
100% 100%
200 OK 365,160 200 OK 365,160 |Bid.e-Gov |Tp pandan
100% 100%
100% 875,000 100% 875,000 |Bid.e-Gov |5 Kec
1.5798,316
20% 54,000
100% 54,000 |Bid. KP Tg Pandan
B0% 1,625316
6 edis| 110,600 |Bid IKP Tg Pandan
1 kampg| 60,765 |Bid. IKP 5 Kec
1 dokd 38,500 | Bid.IKP Tg.Pandan
100% 65,600 |8id KP Tg.Pandan
100%, 150,245 |Bid IKP Tg. Pandan
100%, 39,000 |Bd.IKP Tg. Pandan
S kall 78,240 |Bid. WP Kec.Badau
Kec Mol
8 King 57,690 |Bid. IKP Kec. Sjuk,
Kec. Selat
100% 328,856
1 bl 300.000
20% 107,000
R Sy - B S R ——




Pengelolaan Portal Belitung Satu Data Terkelolanya Data Pembangunan Daeral 100%)| 1 Dok 82,000 1 Dol 82,000 B KPS | Tg.Pandan

Penyelenggaraan Forum Cata Forum Cata 100% 32 iall 25,000 1 keal 28,000 |Bid. KPS | Tg Pandan
1}02| 14} 02| Program Penyelenggaraan Statistik Persentase Pemanfaatan Data Belum TO%| 344,94 T0%i 344,040

Sektoral Statistik Daerah tersadia

Kegiatan :

Pengeiciaan Beftung Satu Data Beltung Satu Cata 100% 1 dok] 107,54 1 dokj 107.540|Bid. KPS | Tg.Pandan

Penyusunan Buku Statistik Sekioral Buku Satistik Sekoral 100%, 1 doi 1524 1 dok| 150,400} Bid. KPS |5 Kec.

Peningkatan Kapasitas Kaslembagaan Pessrta Bimtelc\w orkshop 100% 40 arg| 80,000 40 org| 60,000]Bid. KPS | Tg Pandan

Statistik Sektoral

Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Statistik | Laporan Monitoring dan Evaluasi 100% 1 dok] 18,000 1 doid 18,000f Bid. KPS 5 Kec
Sektoral
1}o2| 10j04|Program Penyeienggaraan Persandian|Persentase OPDyang 20%) 30% 411,740
dan Pengamanan Informasi menggunakan layanan persandian
Kegiatan :
Pengembangan Sistam Pengelolaan dan Tersedianya paralatan untuk 2 unit 2 unkt 85,000 Z untt 85,000 |Bid.KPS |Tg Pandan
Perlindungan Informasi Miik Pemerintah pengeiolaan Security Operation Center
(S0C)
Sosiaksasi Kesadaran Keamanan informasi | Terleksananya sosialisasi Kesadaran |60 orang |80 orang 26,740 €0 orang 26,740 |Bd. KIPS Tg Pandan
Keamanan Informas|
1]o2| 10} 05| Penyelenggaraan Pengamanan 26,740 126,500 153,240
Informasi Pemerintah Dasrah
Persentase layanan persandian 0% TO0%) 75,500 TO%) 75,500
sesuai standar keamanan
informasi
Kegiatan
Pengelolaan Jaring Komunikas| Sand| Jaring Komunikasi Sandi Daerah 0% 8 unit 75,500 8 unit 75500 |Bid. KPS | Tg Pandan
Tingkat Ke matangan Keamanan Level |Level I 26,740 Level I 51,000 Level 1 77.740|
Informasi "
Kegiatan :
Peningiatan kapasitas aparatur pemerintah | Terselenggaranya Bimbingan Teknis AD% 50 orang 26,740 BO%| Bd KIPS Tg.Pandan
daerah dibidang leamanan informasi Penguluran Keamanan informas|
Monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang| Laporan Monitering dan Evaluasl di 40% 1 dok 15,000 1 dok 15,000 |Bd. KPS |5 Kec
keamanan informasi Bidang Keamanan Informasi
Peningkatan Pemahaman keamanan Peserta Soslalisas| 40% 100 org 36,000 100 org 36,000 |Bd.KIPS Tg.Pandan
Informasi pemerintah daerah dan publik
Penyusunan Kebijakan Rengamanan Peserta Sosialisas| 40% Bd KIPS Tg Pandan
Informasi
Pengamanan Sistem Bekironik dan Jumiah sistem elekironik dan non Bd KPS  |Tg Pandan
pengamanan informmasi nonelektronik eleitronik yang diamankan
Pengadaan sarana dan prasarana Tersedianya sarana dan prasarana Bd.KIPS | Tg Pandan
kesamanan informasi keamanan Informas) e | B e e ot | XU W

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|




Penyediaan layanan Keamanan Informasi  |Jumiah layanan keamanan informasi Bid. KPS | Tp Pandan
Meningkatnya Pelayanan Cakupan Pemenuhan Ke butuhan 100% 100% 100% 100%
Administrasi perkantoran pelayanan Perangkat Dasrah
Program Pelayanan Administrasi Meningkatnya Kualitas Pelayanan 100% 100%) 546,815 -u.u-ﬂ 626,300 100%] 1,273,115
Perkantoran Perkantoran
Kegiatan :
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jasa surat menyurat 100% 100%, 1,200] 100%, 1,200 100% 2,400| Sekretariat | Tg Pandan
Penyediaan Jasa Komunikasl, Sumber Daya|Jasa komunikas|, sumber daya air dan 100% 100% 114,000 100% 132,800 100% 248, 600| Selgetariat] Tg Pandan
Air dan Listrik listrik
Penyediaan Alat Tulls Kantor Alat Tulis Kantor 100% 100% 36,000 100% 40,000 100% 76.000| Seiretariat | Tg.Pandan
Penyedian Barang Cstakan dan Barang cetakan dan penggandaan 100%| 100% 34,000 100% 30,0004 100% 54,000| Selretariat | Tg.Pandan
Penggandaan
Penyedisan Komponen instalasi Listrik/ Komponen instias! listriipenerangan 100%| 100%, 12,000 100% 12,000 100% 24,000] Selvetariat | Tg Pandan
Penerangan Bangunan Kantor bangunan kantor
Penyediaan Bahan Bacaan Bahan Bacaaan 100% 100% 10,680 100% 12,000} 100% 22.680| Sekretariat | Tg Pandan
Penyediaan Makanan dan Mnuman Makanan dan minuman 100%| 100% 23,635 100% 30, 100%)| 53,635) Sekretariat | Tg Pandan
Periyediaan Feralatan Kebersihan dan Feratatan kebersihan dan bahan 100% 100% 9,600 100%) 10.000f 100% 19,800] Sekretariat | Tg Pandan
Bahan Pembersih pembersih
Penyediaan Spanduk/Umbukumbul dan Tersedianya spanduk/umbul-umbul dan 100%| 100% 7.200| 100%| 7.200 | Selretariat | Tg Pandan
Bendera bendera
Kesejahteraan Pegaw ai Non PNS Kesejahteraan Pegaw al non PNS 100% 100% 148,500 100% 148,500 100% 287,000| Selretariat | Tg.Pandan
Rapat-rapat Koordinasl dan Konsultasi Ke | Rapat-rapat koordinasi dan kons ultasi 100%| 100% 250.000] 100%| 210,000 100% 480,000] Selgetariat | Luar
Luar Caerah Daerah
Program Peningkatan Sarana dan Meningkatnya Sarana dan 100% 100% 421,675 100%§ 314,020 100%) HUU.WGD-
Prasarana Aparatur Prasarana Aparatur
Kegiatan :
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Ferlengkapan gedung kantor 100% 80% 50,000 | 2jenis/] 52,120 2jenis, 102, 120| Selretariat | Tg Pandan
10 ung| 10 uniy
Pengaciaan Peralatan Gedung Kantor Feralatan Gedung Kantor 100%) 5 jenis/] 118,500 5 jenis. 118.500| Sekretariat | Tg Pandan
12 unt 12 unig
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Gedung Kantor daiam kondis| baik 100% 100% 35000 100% 35,000 100% 70,000] Seietariat | Tg Pandan
Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasionai] Kendaraan dinas/operasional dalam 100% 100% 105,762 100% 75.000] 100%| 180,792| Sekretariat | Tg Pandan
kondisi bajk
Pemeliharaan Rutin/Bariala Periengiapan Perlengkapan gedung kator dalam 100%) 100% 7.700 100%| 10,000 100%| 17.700| Selcetariat | Tg Pandan
Gedung Kantor kondisi baik
Pamaliharaan Rutin/Berkala Peralatan Feralatan gedung lantor dalam kondis| 100% 100% 23,400 100%| 23,4004 100%| 46,800] Selceatariat | Tg Pandan
Gedung Kantor baik
Pembangunan Tempat Parkir Termpat paridr 100% 100% 199,783 100%, 198,783 Selretariat | Tg Fandan
Program Peningkatan Disiplin Meningkatnya Disiplin Aparatur 100%) 100%) 12,500 100%) 52,250 100%) 64,750
Aparatur |
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII PROEESN PRGN P ——— —_——— e e




Pengadaan Mesin Absensi

Pengadaan Pakaian Dinas beserta
Ferlengkapannya

Pengadaan Pakaian Harl-hari tertentu

Mesin absensi

Pakaian dinas beserta perlengkapannyal

Pakaian dinas beserta perlengkapannyal

Qe —

100%

- |

25 stell

12,500

100%)|

100%

100%

29,750

Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur

Pendidilan dan Pelatihan Sumberdaya
Aparatur

Presentase Sumber Daya Aparatur
Sipil Negara yang memiliki
kompetensisesuai bidangnya

Jumiah Aparatur yang mengikuti
pendidikan dan pelatihan

100%)

100%

Program Peningkatan Kompetensi
Sumber Daya Apartur Perangkat
Daerah

Kegiatan :

Pendidikan dan Pelatihan Sumberdaya
Aparatur

Persentase Sumber Daya Aparatur
Sipil Negara yang meningkat
kompetensinya sesuai
perencanaan

Jumiah Aparatur yang mengikuti
pendidikan dan pelathan

100%;

5 orang

170,000

_v-oa..m-: Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan

Kegiatan :

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtsar Realkisasi Kinerja

Presentase ketersediaan laporan
progresif kinerja dan keuangan
yang akuntabel

Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinarja SKFD

Program Peningkatan Kualitas
Perencanaan,Pelaporan dan informasi
Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan :

Daerah

Renyusunan dokumen perencanaan
perangkat daerah

Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat
Daerah

Promosi Pembangunan Daerah

Penyusunan Dokumen Keuangan Perangkat

Meningkatnya kualitas
perencanaan, Pelaporan dan
Informasi Kinerja Perangkat
Dae rah

Dokurmen keuangan Perangiat Daerah

Dokurmen perencanaan Perangkat Daerd

Dokumen pelaporan Perangkat Daerah

Promos| pembangunan daerah

100%

JUMLAH

4,957,852

12,393,956

100% 5,000 |Sekretariat | Tg Pandan
100% 30,000]Sekratariat | Tg. Pandan
100% 28,750] Sekretariat | Tg.Pandan
._S.x.ﬂ 170,000

5 orang 170,000} Sekretariat | Tg.Pandan

125,000

125,000)

Sekretariat | Tg Pandan

10,000

10,000

Sekretariat | Tg Pandan

70,500

5,000

2,500

3,000

60,000

Selretariat | Tg Pandan

Selretariat | Tg Pandan

Sekretariat | Tg Pandan

Sekretariat | Tg Pandan

17,351,808
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Tabel 8.1b
Rencana Program, Keglatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Dinas Dan q
Date. dan Ke Pendanaan
3 Unit
: i Inclikator Kinerja Program Sopeen Kondisl Kinerja pada akhir o.iux-i
Tujuan SBasaran Kode Program, Kegiatan dan Sub Keglatan (Cutcome), Kegiatan dan Sub 5 PR 2021 2022 2023 periode Renstra SKPD (s-d Pananagu Lokasi
FAgistan (Ohitputy Perencanaa : giawab
n
2 Target Rp | Target Fp Target Rp | Targst Rp
{1) {2) 3) (4) (5) _1{6) 1) (12) (13) (14) (15) (&) (17) (18) (19) (20)
Terwujudnya Pelayanan Survey kepuasan masyarakat 326 324 38 38 38
Komunikasi dan dibidang teknologi infformasi
Informatika yang
lberkualitas Meningkatnya Persentase Pelayanan Komunikasi 86.62 8485 80 85 95
Pelayanan Publik dan informatika yang berkualitas
Berbasis TIK # % % % %
2 16701 PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN |1. Persentase Dokumen 100 5,633,608,743 100 6,034424,835( 100 6,075,400,000 100 17,743,433 578
DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH Perencanaan Penganggaran, % % % %
KABUPATENKOTA Evaluasi Kinerja dan Keuangan
|sesuai ketentuan
2. indeks Profesionalitas ASN 75 75 75 75
Perangkat Daerah % % % %
3.Persentase Pelayanan 100 100 100 100
Administrasi Perkantoran % % % %
Parangkat Daerah
4.Persentase Pemenuhan Sarana 100 100 100 100
dan Prasarana Aparatur % % % %
100 100 - 100 - 100
% % % Yo
2 18701 201 Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Keluaran : Dokumen Hasil [] 5,500,000 10 12,000,000 10 12,000,000 26 28,500,000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perencanaan, Penganggaran dan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dok Dok Dok Dok
Hasil : Terpenuhinya Dokumen 100 100 100 100
Per P andan
Evaluasi Kinerja sesuai peraturan % % % %
Sub Kegiatan
2 16707 201 TO1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Dokumen Perencanaan Perangkat 2 3 2,500,000 | = ¢ e : i 3 Sekretariat Tg. Pandan
R e Perangkat Daerah Daerah Dok Dok : = s £ Dok
Jumiah Dokumen Perencanaan 3 3 N 3 - uoac_uac 3 2,000,000 6 6,500,000 ["Sairetariat Tg. Pandan
B Perangkat Daerah R s
Dok Dok Dok Dok
2 16701 201 T02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen |[Dokumen RKA-SKPD nfa T . = DT 3 TWalh e P LY 3 T = Sekretariat Tg. Pandan
= = RKA-SKPD 2 (oY i ; A ;
— T Jumiah Dokumen RIKA-SKPD dan 78 : — | 1 | Zzooooo| 1 | 2000000 2 4,000,000 | Selaetariat | 15 Pandan
Laporan Hasll Koerdinasi AL s R
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD ) TR Dok Dok Dok
2 16°01 201 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen |Dokimen Perubahan RKA-SKPD nia i 5 ] TR w2 g X S . Sekretariat Tg Pandan
| ~Perubahan RKA-SKPD RESE] Sl 5 S O G 1 T ;
Jumiah Dokumen Perubahan RIA- a ST e e R 3,000,000 1 7000000 2 | 3,000,000 | Sekretariat | Tg Pandan
SKPD dan Laporan Hasil Keordinasi 3 | (= e
—— Penyusunan Dokumen Perubahan
RKA-SKPD Dok Dok Dok
2 16701 201 "04 Koordinas| dan Penyusunan DPA-SKPD |Dokumen DPA-SKPD n/a - T - o " o ; B : E e ) Sekretariat Tg Pandan
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan nia i ¥ S 3 1 2,000,000 1 2,000,000 N a.oco.ooo‘ Sekretarial Tg. Pandan
Laporan Haslil Koordinasi &
Penyusunan Dokumen DPA-SKPD ) h Dok Dok Dok
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Koordinasi dan Penyusunan Perubahan |Dokumen Perubahan DPA-SKPD nfa ~ | Sekretariat Tg Pandan
DPA-SKPD % K. i CHAS]0s
I Jurmian Dokumen Perubahan DPA- ia 2,000,000 | 2 4,000,000 | Sekretaniat | Tg Pandan
SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi ok
Penyusunan Dokumen Perubahan i o
DPA-SKPD it
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen Evaluasi Kinera 2 3 3 Sekretaniat Tg Pandan
Perangkat Daerah Dok Dok Dok
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 3 m._ooo.boo ] 7.000.,000 Sekretariat Tg Pandan
. |PerangkatDaerah
Dok Dok
Ki Adi asi Perangl Keluaran : Dokumen Keuangan 4 5,113,860,800 10 14,910,695,200
Daerah |Perangkat Daerah Dok Dok
Hasil : Terpenuhinya Dokumen 100 100
Keuangan sesuai peraturan % %
Sub Kegiatan
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Gaji dan Tunjangan ASN n/a 14 14 Sekretariat Tg. Pandan
R Buian L ! Bulan | 44807876800
Jumiah Orang yang Menerima Gaji as 5,109,860,800 33 Sekretariat Tg. Pandan
. dan Tunjangan ASN
Orang/Bulan Orang/Bular Orang/Bulan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Laporan Keuangan Akhir Tahun nia i 3 Sekretariat Tg. Pandan
Keuangan Akhir Tahun SKPD Perangkat Daerah ek
Jumlah Laporan Keuangan Akhir n/a 2,000,000 ) 2 4,000,000 | Sekretariat Tg. Pandan
Tahun SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan Laporan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD
Penyus unan Pelaporan dan Analisis Dokumen Pelapcran dan Analisis 4 4 4 Sekretariat Tg. Pandan
- —-—— Prognosis Realisasi Anggaran P Real ran
gl i iggal rognosis Realisasi Angga Bk Dok s Bok
Jumlah Dokumen Pelaporan dan 4 2,000,000 4 88718400 Sekretariat Tg. Pandan
Analisis Prognosis Realisasi Dok Dok
Anggaran !
i i 75
Yo %
A
TKegi T A i i Kep P gl Keluaran : Terpenuhinya 34 67,500,000 a3 210,000,000
Daerah Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah Orang Orang
Hasil : Indeks Profesionalitas ASN 75 75
P kat Dae
erang rah o %
. |subKegiatan
2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta PDH nfa Sekretanat Tg Pandan
Atribut Kelengkapannya =
o R Jumlah Paket Pakaian Dinas nia = 77,500,000 ] 35,000,000 | Sekretariat Tg Pandan
beserta Atribut Kelengkapannya
T o - Paket
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Jumiah pegawai yang mengikuti 3] 7 7 Sekretariat Tg. Pandan
— dan Fi ndi lati
Berdasarkan Tugas dan Fungsi pendidikan dan pelatihan oK oK 1 oK
Jumlah Pegawal Berdasarkan 7 mo.uooooo 24 175,000,000 Sekretanat Tg Pandan
Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Ll
S _____|Pendidikan dan Pelatihan
Crang QOrang
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100 100
S X > A % %
2 16701 2.06 Kegiatan A asi Umum P gkat Daerah |Keluaran : Terpenuhinya 321,084,035| 100 100 1,001,690,998
Administrasi Umum Perangkat
Daerah % %
Hasil : Persentase Pelayanan 100 100
Administrasi Perkantoran % 9%
Perangkat Daerah
Sub Kegi
2 16 01 2068 01 Penyediaan Komponen Instalasi Komponen Instalas| 100 100 Sekretariat Tg. Pandan
ListrikPenerangan Bangunan Kantor  |Listrik/Penerangan Bangunan Kantor % %
Jumlah Paket Kom ponen Instalasi nfa 2 32,000,000 Sekretaniat Tg Pandan
Listrik/F gan Bangunan Kantor|
yang Disediakan Paket
2 16 01 208 02 Penyediaan Peralatan dan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 100 100 Sekretariat Tg. Pandan
Perlengkapan Kantor % : ! %
Jumiah Paxet Peralatan dan a ~ 44981200 3 141,162.320 e ioetanat | Tg Pandan
Perlengkapan Kantor yang
Disediakan Paket
2 16 01 206 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga |Peralatan Rumah Tangga 100 100 Sekretariat Tg. Pandan
% %
S Jumlah Paket Peralatan Rumah nia F] 30,000,000 ["Sekretariat Tg Pandan
Tangga yang Disediakan
Paket
2 16 01 208 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Bahan Logistik Kantor 100 100 Sekretariat Tg. Pandan
% £ ; %
B Jumiah Paket Bahan Logistk Kantor nia ~53602,835 2 158,806,810 [Soicretariat | Tg. Pandan
yang Disediak
Paket
2 16 01 206 05 Penyediaan Barang Cetakan dan |Barang Cetakan dan Penggandaan 100 100 Sekretariat | Tg. Pandan
Pengg % %
Jumlah Paket Barang Cetakan dan n/a 2 50,000,000 ["Sgiretariat Tg. Pandan
Penggandaan yang Disediakan
Paket
2 16 01 206 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan |Bahan bacaan dan Paraturan 100 100 Sekretariat Tg Pandan
P Perundang-undangan Perundang-undangan % %
Jumniah Dokumen Bahan Bacaan nia 2 26,000,000 Sekretariat Tg. Pandan
dan Peratt Perundang-undangan
yang Disediakan Dok
2 16 01 206 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan |Rapat-rapat koordinasi dan 100 100 Sekretariat Luar Daerah
onsultasi SKPD konsultasi % %
- ~ [Jumian Laporan Penyslenggaraan nia T At 2 162,500,000 24 520722.098 "Sqkretariat | Tg, Pandan
Rapat Koordinasi dan Konsullasi ey
SKPD Laporan Laporan
100 100
% %
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2 1601 T Pengadaan Barang Milik Daerah Keluaran : Jenis Barang Milik 3 a ~ 35310000 4 50,000,000 | 14 149,943,380
f Uit P hDadeaty, Dueran Jenis Jenis Jenis Jenis
Hasil : Persentase Pemenuhan 100 100 100 100
Sarana dan Prasarana Aparatur o % % %
2 16701 - Pengadaan Peralatan dan Mesin 1 Lemari Arsip 3 3 Selqetariat Tg. Pandan
Lainnya
Unit Unit
2 Kursi 5 5
Unit Unit
3 Meja 1 Biro - ]
Unit
4. Meja 172 Biro 2 2
Unit Unit
5.Mesin Pemotong Rumput - 0
Unit
6 Laptop. 1 1
Unit Unit 148,943,380
7.Scanner 1 1
Unit Unit
8 Printer o
Unit
9 Mesin penghancur kertas - e}
Unit
10. Papan Reklame
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Sekretanat Tg. Pandan
Lainnya yang Disediakan
Unit Unit Unit
100 100 100
% % %
2 16 01 208 T dli: Jasa Pi g Urusan  (Keluaran : Pemenuhan Kebutuhan Je 314,800,000 100 316,200,000 100 960,660,000
Pemerintahan Daerah Layanan Administrasi Perkantoran % @ % %
Hasil : Persentase Pelayanan 100 100 100 100
!ii-»u-n”..-..!su.a: * % * *
2 16 01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumiah materai 120 120 Sekretariat Tg. Pandan
Lembar Lembar
Jumlah Laparan Penyediaan Jasa 12 1,200,000 | 12 1200,000 | 24 3,800,000 [Sakretanat Tg Pandan
Surat Menyurat
Laporan Laporan Laporan
216 01 Penyediaan Jasa Komunikas), Sumber |Jasa Komunikasi, Sumber Daya Ar 12 12 Sekretaniat | Tg, Pandan
Daya Air dan Listrik dan Listrik % Bulan Bulan
Jumiah Laporan Penysdiaan Jasa 12 148,800,000] 12 150,000,000] 24 452,080/000
Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik yang Disediakan f Laporan Laporan Laporan
Tahun 2018-202




2 16°01 208 '04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum T Tenaga Mon PIS Sopir 100 1 165,000,000 Y [ i LET e T e 1 Sekretanat Tg. Pandan
Ianton % Orang i i £ A SIREREE  Orang
2. Tenaga Non PNS Penjaga Malam 1 Sl S A feiNea] e eteT g 1
S T - Orang 5 Mg Al e | : * | orang
A |3 Tenaga Non PNS Kebersihan 3 Pt I ) T R Pl
Orang i TN AN i i | orang
R o ; ; 495,000,000
4 Tenaga Non PNS Adminitrasi 1 i 5t A : 1
Orang i . WriAies Bkl TRy E | orang
. JumTah Laporan Penyediaan Jasa nia : ] 165000000 12 | 165000000] 24 Seicetaral | Tg Pandan
Pelayanan Umum Kantor yang :
Disediakan
Laporan Laporan Laporan
= 100 100 100 100
' 3 & % %o % %
z 1601 208 |Kegiatan : Pemeliharaan Barang Millk Daerah Keluaran : Barang Milik Daerah 4 136,574,000 3 168,870,000 3 174,500,000 3 480,944,000
jang Urusan Pemer dalam kondisi balk
Dasral Jenis Jenis Jenis Jenis
Hasil : Persentase Pemenuhan 100 100 100 100
Sarana dan Prasarana Aparatur % % o %
_U..EXD n 3
2 16°'01 2.00 OV Penyedi Jasa P n, Blaya |Jumlah Kendaraan Perorangan nia ¢ : s F 14 74,500 000 14 74,500,000 | Sekretariat Tg. Pandan
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan  [Dinas atau Kendaraan Dinas o B 1 unit unit
Perarangan Dinas atau Kendaraan Jabatan yang Dipelihara dan
Dinas Jabatan dibayarkan Pajaknya
Z 16701 208 "02 Fenyediaan Jasa Pemsilharaan, Blaya |1 Ker b Ginas 760 3 50,440,000 | | y ] y S Sekstaniat | Tg Pandan
Pemelih: ), Pajak, dan Perizinan op ionaliapangan roda 4/lebih % Urit , X i ] i ] unit
Kendaraan Dinas Operasional atau yang dipelihara ; Vi | .
Lapangan
2 Kendaraan perorangan dinas 12 iy 48 = ] ; RIeiig e 12
e ——|operasionalfapangan roda 2/3 yang Unit : AT ik Unit 122,440,000
dipelihara ; | S e e a O
- h h Jumiah Kendaraan Dinas 14 F g § 14 72,000,000 o 14 Sekretariat Tg. Pandan
Op al atau L gan yang - LY ;
Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Unit = e Unit e (] Unit
Perizinannya iy ) 5 :
2 16701 209 "06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin [Peralatan dan Mesin Lainnya yang 100 63 46,170,000 - 3 B ‘” T PRk N 63 Selkretariat Tg. Pandan
Lainnya dipelihara % Unit ‘ A f X IS { Unit
Jumiah Peralatan dan Mesin Lainnya 53 " ; T 63 47,870,000 | 63 50,000,000 ] 144,040000 Saigetariat | 1g Pandan
yang dipelihara 3 !
Unit Unit Unit Unit
2 16701 209 09 Pemeliharaan/Rehabilitas| Gedung Gedung Kantor dan Bangunan 100 1 ww.w‘m_mh.o.o.o St ; 1 Sekretariat Tg Pandan
———— Kantor dan Bangunan Lainnya Lainnya yang dipelihara % Unit B ¥ Unit
Jumlan Gedung Kantor dan 7 z 1 50,000,000 1 50,000,000 1 139,964,000 [Seiretanat Tg Pandan
Bangunan Lainnya yang ] 4
- R o Unit ’ unit unit Unit
2 18 02 PROGRAM : INFORMASI DAN KOMUNIKAS| PUBLIK |Presentase diseminasi informas| 80 673,594,970 100 464,843 885 100 450,716,000 100 1,689,153,655
jakan yang i % % % %
2 18 02 201 : P ol Informasl dan Komunikasi| Ki : Per Lay so0 673,594,970 100 4684 843,685 100 450,715,000 100 1,589,163,655
Publik Pemerintah Daerah informas| dan komunikasi publik % % o %
Kabupaten/Kota pemerintah daerah
Hasll : Terkelolanya Informasidan | 100 100 100 100
komunikasi publik pemerintah
%
daerah kabupaten % * %
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Sub K
2 18702 201 "02 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik Opini dan aspirasi masyarakat yang 100 100 28,987,420 100 Bid. IKP | Tg. Pandan, Sijuk,
terlayani Badau,
% %
o Membalong, Selat
Naslk
Jumlah Dokumen Hasil Monitoring nia 12 38,860,570 12 40,000,000{ 24 108,947,080 [ Bid. IKP | Tg. Pandan, Sijuk.
Opini dan Aspirasi Publik Badau,
[ = Membalong, Selat
Dok Dok Dok Nasik
2 18702 201 "03 Monitoring Informas| dan Penetapan Laporan monitoring agenda prioritas 1 1 35,038,245 1 Bid. IKP | Tg. Pandan, Sijuk,
Agenda Prioritas Komunikasi Badau,
Pemerintah Daerah Dok Dok Dok Membalong, Selat
Nasik
Jumlah Dokumen Hasil Monitoring 1 4 35,115,000 4 70,154,245 Bid. IKP | Tg Pandan, Sijulk,
Informasi dan Penetapan Agenda Badau,
Prioritas Komunikasi Pemerintah Membalong, Selat
Daerah ok Dok S Nasik
2 16 02 201 0S5 Pengelolaan Media Komunikasi Publik |Media komunikasi publik 100 8 432 048 480 6 Bid. IKP | Tg. Pandan, Sijuk,
% Jenis Jenis Badau,
Membalong, Selat
Nasik
S Jumlah Dokumen Hasil nia 1 349814845 1 300,000,000 [ 2 1081663335 | Bid IKP | Tg Pandan, Sijuk,
Pelaksanaan Pengelolaan Media ' ' Badau,
Komunikasi Publik Membalong, Selat
o — Dok Dok Dok Nasik
2 18 02 201 08 Pelayanan Informasi Publik Layanan informasi publik 100 100 17,461,560 100 Bid IKP | Tg. Pandan, Luar
et o % % % Daerah
Jumiah Dokumen Hasil Pelayanan /a 1 25,570,680 1 25,600,000 Z 68,632,240 [T @i IKP | Tg Pandan, Luar
Informasi Publik Daerah
Dok Dok Dok
2 16 02 201 0O7 Layanan Hubungan Media Jumlah kegiatan hubungan media nia 1 88,287,000 1 Bid. IKP | Tg. Pandan, Sijuk,
. Badau,
Kegiatan Kegiatan Membalong, Selat
o T o 118,097 550 Nasik
Jumiah Layanan Hubungan Media 1 Layanan 1 24,830,550 1 25,000,000 1 Bid. IKP Tg. Pandan, Sijuk,
Badau,
Layanan Layanan Layanan Membalong, Selat
2 16 02 201 08 Kemitraan dengan Pemangku Kemitraan dengan pemangku nfa 4 91,791,255 4 Bid. IKP | Tg. Pandan, Sijuk,
Kepentingan kepentingan s £ Badau,
Jenis Jenis Membalong, Selat
Nasik
Jumlah Dokumen Kemitraan dengan nfa 1 24,867,040 1 25,000,000 2 141,858,285 Bid. IKP Tg. Pandan, Sijuk,
Pemangku Kepentingan Badau,
B Membalong, Selat
Dok Dok ok Nasik
2 16 03 PROGRAM 1 APLIKASI INFORMATIKA Persentase terintegrasinya sistem 80 2177576240 | 100 | 2,090996420| 100 2287,765000( 100 6,556,337 ,660
infomasi pelayanan publik dan
%
birokrasi * % *
2 16 03 201 Kegiatan : Pengelolaan Nama Domain yang telah |Keluaran : Persentase Layanan 80 25,284 800 100 1,735996,920 100 1,676,000000( 100 3,437,281,720
Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan |Nama Domain dan Sub Domain % % % %
Sub Domain di Lingkup Pemerintah yang dikelola dengan baik
Daerah Kabupaten/Kota
Hasil : Terkelolanya Nama Domain | 100 100 100 100
di Lingkup Pemerintah Kabupaten % o % %
Belitung dan Pemerintah desa di
Kabupaten Belitung
- ’ a T 2 o v ‘ N - 3 . | 1 : =1 . T « D) 4 712
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Sub Keglatan
2 16703 201 'O1 Pendaftaran Nama Domain Pemerintah [Nama domain dan penyelenggara nia Bid. Aptika Tg. Pandan
Kabupaten/Kota Sistem Elektronik Pem eirintah
Daerah
Jumlah Pendaftaran Nama Domain nfa 3 5,996,920 3 6,000,000 3 11,996,920 | Bid Aptka Tg. Pandan
Pemerintah Kabupaten/Kota
Domain Domain Domain
2 16°03 201 T02 Per n dan Peng; n Dokumen Penatalaksanaan dan 100 1 25,284,800 1 Bid. Aptika | Tg. Pandan, Sijuk,
Nama Domaln dan Sub Domain dalam |Pengawasan Nama Domain dan % Dok Dok Badau,
Penyelenggaraan Pemerintahan Sub Domain dalam Membalong, Selat
Daerah Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Pemerintahan Nasik
Daerah Kabupaten/Kota
56,284,800
Jumlah Dokumen Penatafaksanaan 1% 1 30,000,000 2] Bid. Aptika | Tg. Pandan, Sijuk,
dan Pengawasan Nama Domain Badau,
dan Sub Dom ain dalam Dok Dok Dok Membalong, Selat
Penyelenggaraan Pemerintahan Nasik
Daerah Kabupaten/Kota
2 16 03 207 03 Penyelengaraan Sistem Jaringan Intra |Jaringan Intra Pemerintah Daerah n/a Bid Aptika | Tg. Pandan, Sijuk,
Pemerintah Daerah dan Internet T Badau,
Membalong, Selat
Jumiah Sistem Jaringan Intra nia 40 1,730,000,000] 40 1,640,000,000! 40 3,370,000,000 | Bid. Aptika | Tg. Pandan, Sijuk,
Pemerintah Daerah Badau,
Unit Unit Unit Membalong, Selat
Nasik
2 16 03 202 gi g g Di Lingkup ﬁ. [ T Per Lay 80 2,152,291,440 | 100% 364,999,500 | 100% 611,765,000 100% 3,119,066,940
Pemerintah Daerah Kabup /K s Py Berbasis
Elektronlk Pemerintah Kabupaten L
Belitung yang dikelola dengan balk
Hasil : Terkelolanya Sistem 100 100 100 100
Pemerintah Berbasis Elektronik o % ”% %
Pemerintah Kabupaten Belitung
Sub Kegl
2 16 03 202 01 Penatalaksanaan dan Pengawasan 8- |Dokumen Pensatalaksanaan dan 1 1 15,135,000 1 Bid Aptika | Tg. Pandan, Sijuk,
government dalam Penyelenggaraan Pengawasan e-govermment dalam Dok Dok Dok Badau,
Pemerintahan Daerah Kabupaten/<ota |Penyelenggaraan Pemerintahan Membalong, Selat
Daerah Kabupateniota Nasik
Jumian Dokumen Hasll T 1 19,999,750 1 20,000,000] 2 55,134,750 ["Big Aptika | Tg Pandan, Suk,
Per n dan Peng an Badau,
E-Gowernmant dalam Dok Dok Dok Dok Mem balong, Selat
Penyelenggaraan Pemerintahan Nasik
Daerah Kabupateniota
2 16 03 202 02 Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Dokumen Perencanaan SPBE nia Bid. Aptika Tg Pandan
Induk dan Anggaran Pemerintahan
Berbasis Eleitronik
Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi n/a 1 9,999,750 1 100,000,000 2 109,999,750 | Bid. Aptika Tg. Pandan
Pengelolaan Rencana Induk dan
Anggaran Pemerintahan Berbasis Dok Dok Dok
Elektronik
2 16 03 2.02 03 Pengelclaan Pusat Data Pemerintahan |Layanan Pusat Data dan Informasi nia 100 491,132 440 100 Bid Aptika | Tg. Fandan, Sijuk,
Daerah % % Badau,
Membaiong, Selat
871,132,440 L. Noaik_
Jumlah Pusat Data Pemerintahan nia 2 180,000,000 2 180,000,000 2 Bid. Aptika | Tg. Pandan, Sijuk,
Daerah yang Dikelola Badau,
Unit Unit Unit Membalong, Selat
MNasik
2 16 03 202 04 Penyelenggaraan Sistem Komunikas| |Sistem Komunikas| Intra Pemerintah 100 2 1,268,100,0C0 2 Bid Aptika | Tg. Pandan, Sijuk,
Intra Pemerintah Daerah Daerah Badau,
% Jenis <ants Mem balong, Selat
Jumiah Dokumen Hasil 1 35,000,000 1 35,000,000 2 1,338,100,000 | Bid. Aptika | Tg vu:nn:.w__.,,'x;
Penyelenggaraan Sistem Badau,
Komunikasi Intra Pemerintah Dok Dok Dok Membalong, Selat
Daerah Masik
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Bld Aptika | Tg Fandan, SIuk,

2 16703 202 "05 Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Dokumen Audi Infrastrukiur dan nia
Keamanan Informasi Aplikas| SPBE Badau,
Membalong, Selat
Nasik
Jumlah Dokumen Hasll Koordinas) nfa 1 50,000,000 1 50,000,000 2 100,000,000 | Bid. Aptika | Tg. Pandan, g uk,
dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Badau,
informasl| Membalong, Selat
Dok Dok Dok Nasik
2 16703 202 T06 Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan  |Data Elektronik dan informasi nia Bid Aptika | Tg. Pandan, Sijuk,
Informasi Elektronik Elektronik Badau,
Membalong, Seiat
Nasik
Jumiah Perangkat Daerah yang n/a 31 20,000,000 3 20,000,000 | Bid. Aptika | Tg. Pandan, Sijuk,
Menerapkan Koordinasi dan Badau,
Sinkronisasi Data dan informasi Membalong, Selat
Elektronik Perangk Perangka Nasik
at tDaerah
2 16703 202 '07 Pengembangan Aplikasi dan Proses Aplikasi SPBE 2 1 25,000,000 1 Bid. Aptika | Tg. Pandan, Sijuk
Bisnis Pemerintahan Berbasis Badau,
|
Elektronik Aplikasl | Aplikasi Apkiaal Membalang, Selat
Jumlah Apiikasi dan Proses Bisnis 1 Aplikasi 1 25,000,000 1 25,000,000 1 75,000,000 | Bid Aptika | Tg Pandan, Sijuk,
Pemerintahan Berbasis Elektronik Badau,
yang Dikembangkan Unit Unit Unit Membalong, Selat
Nasik
2 16 03 202 "08 Penyelenggaraan Sistem Penghubung [Sistem Penghubung Layanan nia Bid_ Aptika | Tg. Pandan, Sijuk
Layanan Pemerintah Pemerintah Badau,
Membalong, Selat
Nasik
Jumlah Layanan Publik yang n/a 1 25,000,000 1 25,000,000 1 50,000,000 | Bid Aptika | Tg. Pandan, Sijuk,
Terhubung dengan Sistemn Badau,
Penghubung Layanan Pemerintah Layanan Layanan Layanan Membaiong, Selat
Daerah Nasik
2 16 03 202 "09 Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi dan Ekosistem 2 2 352,924,000 2 Bid. Aptika | Tg. Pandan, Sijuk,
Ekosistemn Kabupaten/Kota Cerdas dan |Kabupaten/Kota Cerdas Badau,
Jeni
Kota Cerdas Jenis Jenis e Membalong, Selat
469,689,000 f——— HasM
Jumlah Dokumen Program Inovasi n/a 1 116,765,000 1 T Bid Aptika | Tg. Pandan, Sijuk,
yang Diim plementasikan Sesuai Badau,
dengan Masterplan Smart City Pok Dok Membalong, Selat
Nasik
2 16 03 202 "1 Pengelolaan Government Chief Sertifikasi GCIO n/a Bid Aptika Tg. Pandan
Information Officer (GCIO)
Jumiah Dokumen Fengelolaan n/a L) 30,000,000 1 30,000,000 | Bid. Aptika Tg. Pandan
Government Chief inform ation Oflicer
(GCIO) Dok Dok
2 20 02 PROGRAM : PENYELENGGARAAN STATISTIK Persentase pemanfaatan data B8O 227,263,770 920 287,486,940 80 362,486,940 80 877,237,660
SEKTORAL |statistik daerah o o % %
2 20702 201 Kegiatan : Penyelenggaraan Statistlk Sektoral di |Keluaran : Data Statistik Sektoral 80 227,263,770 20 287 486,840 80 362,486,940 80 877,237 850
Lingkup Daerah Kabupaten/Kota % % % o
Hasil : Meningkatnya Kualitas Data 80 90 20 80
Statistik Sektoral o% % % %
Sub Keglatan
2 20702 207 701 Koordinasl dan Sinkronisas| Dokumen stallstik sektoral 2 3 227,263,770 3 696,714,350 | Bld. KIPS | Tg Pandan, Sijuk,
Pengumpulan, Pengolahan, Analisis Badau,
Dok
dan Diseminasi Data Statist/k Sektoral Bk Bk Membaleng, Selat
Nasik
Jumiah Dokumen Koordinasi dan 3 3 241,963,640 3 227,486,940 6 Bid KIFS | Tg. Pandan, Sijuk,
Sinkronisasi Pengum pulan, Badau,
Pengolahan, Analisis dan Membalong, Selat
Diseminas| Data Statistik Sektoral Dok Dok Dok Dok Nasik
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2 20702 201 "02 Peningkatan Kapasitas SDM Pemda Peserta Bimbingan Teknis 5] Bid. KIPS Tg. Pandan
dalam Peningkatan Mutu Statistik Orang
Daerah yang Terintegrasi
Jumlah SDM yang Meningkat [§] 40 45523300 40 60,000,000 80 105,523.300 | Bid. KIPS Tg. Pandan
Kapasitasnya dalam Peningkatan
Mutu Statistik Daerah yang
Terintegras| QOrang Orang Qrang Orang
2 20702 201 "03 Membangun Metadata Stalistik Sektoral |Dokumen Metadata Statistik Sektoral n/a Bid. KIPS | Tg Pandan, Sijuk,
Badau,
Membalong, Selat
Nasik
Jumlah Metadata Statstik Seitoral nia 1 60,000,000 1 60,000,000 | Bid KIPS | Tg Pandan, Sijuk,
yang Dihimpun Badau,
Dok Dok Membalong, Selat
Nasik
2 20 02 201 04 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan |Dokumen Kebijakan Statistik n/a Bid. KIPS | Tg. Pandan, Sijuk
Statistik Sektoral Sektoral Badau,
Membalong, Selat
Nasik
Jumlah Perangkat Daerah yang nfa 31 15,000,000 31 15,000,000 | Bid. KIPS | Tg. Pandan, Sijuk,
Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral Badau,
dari BPS Membalong, Selat
Omng Orang Nasik
2 21 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN Tingkat kematangan keamanan Level 186,672,770 | Level 138,926,540 | Level 138,927,060 Level 464,526 370
UNTUK PENGAMANAN INFORMAS| informasi I n " "
2 21 02 2.01 Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Keluaran : Persandian untuk 75 186,672,770 75 138,926,540 80 138,927,060 80 464,526 370
Pengamanan Informasi Pemerintah pengamanan informasi % % % %
Daerah Kabupaten/Kota
Hasil : Peningkatan Komitmen, 75 75 80 80
efektifitas, dan kinerja pemerintah
daerah dalam pengamanan » % % %
informasi
Sub Kegiat:
2 21 02 201 01 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Dokumen Kebijakan Pengamanan nfa 1 116,375,300 1 116,375,300 | Bid KIPS Tg. Pandan
Keamanan informasi dan Jaring Informasi Dok Dok
Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
2 21702 201 02 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan [Laporan Monitoring dan Evaluasidi 1 1 42,930,820 1 Bid KIPS [ Tg. Pandan, Sijuk,
Pengelolaan Sumber Daya Keamanan |Bidang Keamanan Informasi Dok Dok Dok Badau,
Informasi Pemerintah Daerah Membalong, Selat
Kabupaten/Kota Nasik
: 92,930,440 =
Jumlah Laparan Analisis Kebutuhan 1 1 24,999,620 1 25,000,000 2 Bid. KIPS | Tg. Pandan, Sijuk
dan Pengelolaan Sumber Daya Badau,
Keamanan Informasi Pemerintah Laporan Laporan Laporan Laporan Membalong, Selat
Daerah Kabupaten/Kota MNaslk
2 21702 201 03 Pelaksanaan Keamanan Informasi Sarana dan Prasarana Keamanan nia ] 27,366,650 3 Bid KIPS Tg. Pandan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota |Iinformasi S Jonis
Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
Jumlah Laporan Pelaksanaan nia 1 47,927 080 1 47 927 060 2 123,220770 [ Bid. KIPS Tg. Pandan
Keamanan Informasi Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Laperan L.aporan Laporan
Elektronik dan Non Elektronik
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2 21702 201 04 Penyediaan Layanan Keamanan Layanan Keamanan Informasi nla Bd KPS Tg. Pandan, Sijuk,

Informasi Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Badau,
Kabupaten/Kota Membalong, Selat

Nasik
Jumlah Perangkat Daerah yang nka N 65999860 [ 31 66000000 31 131,999,860 | Bid. KIPS |Tg. Pandan, Sijuk,

Telah Menggunakan Layanan Badau,
Keamanan Informasi Membalong, Selat

Perangk Perangk Perangka Nasik

at at tDaerah
Naarah Naerah
JUMLAH 8898,716,493 9,016,678,420 9,315,294,000 27230688913
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BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Mengingat eratnya kaitan antara Rencana Strategis Dinas Komunikasi
dan Informatika Kabupaten Belitung dengan Dokumen RPJMD 2018-2023,
maka dalam penyusunannya harus menjadikan Dokumen Perencanaan
Jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja
Perangkat daerah Kabupaten Belitung harus diarahkan untuk mencapai
target kinerja sesuai dengan kewenangan Perangkat Daerah yang telah
dicantumkan dalam target Kinerja RPJMD.

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka
pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Belitung, Dinas Komunikasi dan
Informatika berkontribusi untuk mewujudkan seluruh Misi dalam RPJMD

sesuai dengan kewenangan yang dimiliki sebagai berikut :




Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan
Sasaran RPJMD

Kondisi Kinerja Kondisi
Yo ndikator pada awal Target Capaian Setiap Tahun Kinerja pada
periode RPJMD akhir periode
Tahun 2018 Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun RPJMD
2019 2020 2021 2022 2023
Nilai Survey Kepuasan
1 A ] ’ j y
Masyarakat (SKM) n/a 3.26 3.4 3.6 3.8 3.8
Persentase Pelayanan
komunikasi dan
2| X n/a 81.72% | 86.62% | 87% 90% 95% 95%
informatika yang
berkualitas
Kelancaran Diseminasi
g {niimast dan _ 80% 100%
Pendistribusian Informasi
Daerah
Persentase Terintegrasinya
4 |Sistem Informasi Pelayanan 25% 50% 65% 80% 100% 100% 100%
Publik dan Birokrasi
Persentase Pengaduan ; o
5 Masyarakt Yang Tedayani Belum tersedia 90%
Persentase Diseminasi
6 |informasi kebijakan yang 40% 40% 60% 80% 100% 100% 100%
didesiminasikan
Ketersediaan data dan
7 |informasi pembangunan 70% 75%
daerah
Iy .
g |Persentase Pemanfaatan | po) e e ia 70% | 80% | 90% | 90% 90%
Data Statistik Daerah
Persentase OPD yang
9 |menggunakan layanan 20% 30%
persandian
Persentase layanan
10 |persandian sesuai standar 60% 60% 70%
keamanan informasi
g ot Kemagsg Level I Levell | Level Il | Levelll | Levelll | Levelll | Level Il+
Keamanan Informasi
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BAB VIII
PENUTUP

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018-
2023 ini merupakan pedoman dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang
disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten
Belitung. Selain itu Perubahan Renstra Perangkat Daerah tahun 2018-2023
disusun dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Belitung
Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023.

Untuk pelaksanaan pembangunan yang efektif dan efisien perlu adanya
koordinasi yang berkesinambungan dalam melaksanakan proses
pembangunan untuk bersama-sama mencapai visi dan misi kabupaten
belitung. Untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan sikap mental, tekad,
semangat, komitmen, ketaatan dan disiplin aparatur dan dukungan
masyarakat dan kalangan usaha.

Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Belitung Tahun 2018-2023 ini akan menjadi pedoman Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Belitung dalam rangka menyusun Perubahan
Rencana kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 serta Rencana kerja Perangkat
Daerah Tahun 2022 dan 2023.

Dengan demikian Perubahan Rencana Strategis ini nantinya bukan
hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial
merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan
oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.
Akhir kata semoga Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Belitung ini dapat diimplementasikan dengan baik
sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten
dalam rangka mendukung terwujudnya tujuan pembangunan Kabupaten

Belitung.

Tanjungpandan, April 2022

Bu itung

“SAHANI SALEH, S.Sos
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